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RINGKASAN 
 

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan saling terkait. Ada daerah yang selalu miskin 

walaupun pertumbuhan ekonomi positif, dan sebaliknya, ada daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi rendah namun tingkat kemiskinannya juga rendah. Namun, saat pandemic Covid-19 

terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif dan peningkatan kemiskinan di hampir seluruh wilayah 

Indonesia. Melalui belanja pemerintah yang bersifat pro-poor growth, pemerintah daerah memiliki 

peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Untuk itu, 

pengukuran efisiensi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus 

menurunkan kemiskinan (belanja pemerintah yang bersifat pro-poor growth) perlu dilakukan. 

Selain itu, clustering pemerintah daerah berdasarkan efisiensi belanja juga perlu dilakukan untuk 

dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan program pemerintah yang tepat  yang  

bersifat pro-poor growth. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengukur efisiensi belanja 

pemerintah pro-poor growth di setiap kawasan di Indonesia, (2) membandingkan efisiensi belanja 

pemerintah sebelum dan saat pandemic Covid-19, (3) mengelompokkan (clustering) efisiensi 

belanja pemerintah pro-poor growth di setiap kawasan di Indonesia.  

Penelitian tahun pertama ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada tahun 

pertama, penelitian ini mengukur efisiensi belanja pro-poor growth pemerintah kabupaten/kota di 

tujuh kawasan di Indonesia. Selanjutnya dibuat klusterisasi efisiensi belanja pro-poor growth 

pemerintah selama 2014-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian terdiri 

dari kabupaten/kota di tujuh kawasan pada tahun 2014-2020. Metode analisis yang digunakan 

adalah Data envelopment Analysis dengan output oriented berdasarkan pendekatan variable return 

to scale. Variabel input yang digunakan terdiri dari belanja pendidikan/kapita, belanja kesehatan 

/kapita, belanja ekonomi/ kapita, belanja perlindungan sosial/kapita serta belanja perumahan & 

fasilitas umum/kapita.  Variabel output penelitian terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan 

keberhasilan pengentasan kemiskinan.  

Hasil penelitian menunjukkan dari 7 wilayah di Indonesia, selama tahun 2014-2020 hanya 

ada tiga wilayah yang memiliki skor rata-rata efisien lebih stabil (E ≥ 0,9), yaitu sumatera, jawa-

bali dan kalimantan.  Rata-rata skor efisiensi belanja pemerintah daerah tertinggi dan paling stabil 

di Indonesia berada di wilayah Kalimantan. Pemerintah daerah di wilayah kalimantan menempati 
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peringkat pertama sebagai wilayah yang mampu mengalokasikan belanja yang bersifat pro-poor 

growth baik sebelum maupun saat pandemic Covid-19, diikuti wilayah Jawa-Bali diurutan kedua.  

Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Sulawesi. Skor efisiensi rata-rata terendah untuk 

belanja pemerintah daerah berada di wilayah Sulawesi. Masih adanya ketimpangan dalam 

kemampuan pemerintah daerah yang bersifat pro-poor growth. Dengan strategi pemerintah yang 

memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya alokasi belanja dapat lebih 

merata antar daerah, karena beberapa hal yang terjadi saat ini seperti bencana pandemi Covid-19 

membuat sinergi kebijakan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan rakyat semestinya lebih baik lagi.  

Hasil perbandigan efisiensi belanja pemerintah daerah antara sebelum dan saat pandemic 

Covid-19 menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia justru lebih efisien dalam 

mengalokasikan belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Selama 

pandemi Covid-19 belanja pemerintah diutamakan untuk sektor kesehatan dan ekonomi 

setelahnya. Akibatnya ada beberapa belanja pemerintah yang mengalami penurunan. Artinya 

ketika belanja berkurang pemerintah daerah mampu menghasilkan output yang lebih baik 

ketimbang saat sebelum terjadinya pengurangan anggaran. Kondisi ini terjadi pada empat wilayah 

yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sebaliknya yang terjadi di 3 wilayah lain 

(Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).   

Selanjutnya berdasarkan clustering efisiensi, diketahui terdapat 20 pemerintah daerah yang 

selalu efisien selama periode penelitian di tujuh kawasan di Indonesia. Dari 20 pemerintah daerah 

tersebut, terdapat 12 pemerintah daerah yang selalu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang 

tidak efisien di Indonesia.  Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah yang selalu efisien 

dan menjadi rujukan di tujuh kawasan seharusnya dapat mempertahankan alokasi belanja yang 

bersifat pro-poor growth agar pertumbuhan ekonominya terus meningkat dan kemiskinan dapat 

diturunkan. Bagi  pemerintah daerah yang tidak efisien, seharusnya mereka dapat belajar ke peer 

masing-masing bagaimana mengalokasikan belanja yang bersifat pro-poor growth agar dapat 

meningkatkan efisiensi belanja. 

Kata kunci: efisiensi belanja pemerintah,  belanja pro-poor growth, pertumbuhan ekonomi, 
tingkat kemiskinan, DEA 





v 
 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................................................... i 

RINGKASAN ......................................................................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ iv 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................. vi 

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................................................. viii 

DAFTAR  DIAGRAM .......................................................................................................................... xii 

BAB I.  PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 

1.1.  LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 1 

BAB  II.  KAJIAN PUSTAKA ................................................................................................................ 3 

2.1. EFISIENSI ................................................................................................................................... 3 

2.2. PRODUKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH ........................................................................... 4 

2.3. BELANJA PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI PRO-POOR GROWTH ................................... 4 

2.4. DETERMINAN EFISIENSI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS ........................................... 5 

BAB III.  METODE PENELITIAN ......................................................................................................... 7 

3.1. DISAIN PENELITIAN ................................................................................................................. 7 

3.2. JENIS DAN SUMBER DATA ...................................................................................................... 7 

3.3. METODE ANALISIS ................................................................................................................... 8 

4.1. DESKRIPSI DATA PENELITIAN ............................................................................................. 10 

4.2. HASIL PENGUKURAN EFISIENSI .......................................................................................... 62 

4.3. PEMBAHASAN ......................................................................................................................... 72 

V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................................................... 77 

5.1. KESIMPULAN .......................................................................................................................... 77 

5.2. SARAN ...................................................................................................................................... 77 

REFERENSI ......................................................................................................................................... 78 

 

  



vi 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 4.1.1.a. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan 
Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi tahun 2014-2020 

13 

Tabel 4.1.1.b. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan 
Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi tahun 2014-2020 

14 

Tabel 4.1.2. Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan 
Sumatera 

16 

Tabel 4.1.3. Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan 
Sumatera 

17 

Tabel 4.1.4. Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan 
Sumatera 

18 

Tabel 4.1.5. Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di 
Kawasan Sumatera 

19 

Tabel 4.1.6. Deskripsi Input Belanja Perumahan dan Failitas Umum 
Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera 

20 

Tabel 4.1.7. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan 
Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Jawa-Bali 
tahun 2014-2020 

23 

Tabel 4.1.8. Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan 
Jawa-Bali 

26 

Tabel 4.1.9. Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan 
Jawa-Bali 

27 

Tabel 4.1.10. Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan 
Jawa-Bali 

27 

Tabel 4.1.11. Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di 
Kawasan Jawa-Bali 

28 

Tabel 4.1.12. Deskripsi Input Belanja Perumahan & Fasilitas Umum 
Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali 

29 

Tabel 4.1.13. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan 
Tertinggi dan Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan 
tahun 2014-2020 

32 



vii 
 

Tabel 4.1.14. Deskripsi Input di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 
2014-2020 

34 

Tabel 4.1.15. Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Papua tahun 
2014-2020 

40 

Tabel 4.1.16. Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-
2020 

43 

Tabel 4.1.17. Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 
2014-2020 Berdasarkan tipologinya, selama periode 3 tahun 
terakhir (2017-2019) tingkat ke 

47 

Tabel 4.1.18. Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 
2014-2020 

50 

Tabel 4.1.19. Statistik Deskriptif Output Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara 54 

Tabel 4.1.20. Statistik Deskriptif Input Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara 56 

Tabel 4.1.21. Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi 58 

Tabel 4.1.22. Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi 61 

Tabel 4.2.1. Efisiensi Relatif Rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di setiap 
kawasan di Indonesia tahun 2014-2020. 

63 

Tabel 4.2.2. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sumatera. 65 

Tabel 4.2.3. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Jawa-Bali 66 

Tabel 4.2.4. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kalimantan 67 

Tabel 4.2.5. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sulawesi 68 

Tabel 4.2.6. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara 69 

Tabel 4.2.7. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Maluku 71 

Tabel 4.2.8. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Papua 72 

Tabel 4.3.1. Jumlah Pemerintah Kabupaten/kota di setiap Kluster selama 2014-
2020 

73 

Tabel 4.3.2. Pemerintah Kabupaten/kota yang selalu menjadi Rujukan selama 
2014-2020. 

75 

 
  



viii 
 

DAFTAR GRAFIK 
 

Grafik 4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sumatra tahun 2014-2020 

11 

Grafik 4.1.2. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sumatra tahun 2014-2020 

12 

Grafik 4.1.3. Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020 

15 

Grafik 4.1.4. Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020 

15 

Grafik 4.1.5 Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan 

15 

Grafik 4.1.6. Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020 

15 

Grafik 4.1.7. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020 

15 

Grafik 4.1.8. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Jawa dan Bali tahun 2014-2020 

21 

Grafik 4.1.9. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Jawa dan Bali tahun 2014-2020 

22 

Grafik.4.1.10. Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 

Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020 

25 

Grafik 4.1.11. Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 

di Kawasan Jawa-Bali tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.12. Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Jawa- Bali Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.13. Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.14. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020 

25 

Grafik 4.1.15. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020 

30 



ix 
 

Grafik 4.1.16. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020 

31 

Grafik 4.1.17 Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020 

33 

Grafik 4.1.18 Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 

Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020 

33 

Grafik 4.1.19 Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 

Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020 

33 

Grafik 4.1.20 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020 

33 

Grafik 4.1.21 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Kalimantan Tahun 2014-
2020 

33 

Grafik 4.1.22. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

38 

Grafik 4.1.23. Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

39 

Grafik.4.1.24 Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 

Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

42 

Grafik 4.1.25 Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

42 

Grafik 4.1.26 Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 

di Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

42 

Grafik 4.1.27 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Papua 2014-2020 

42 

Grafik 4.1.28 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

42 

Grafik 4.1.29 Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 

Kawasan Maluku Tahun 2014-2020. 

45 



x 
 

Grafik 4.1.30 Belanja Pendidikan perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 

49 

Grafik 4.1.31 Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 

Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 

49 

Grafik 4.1.32 Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 

49 

Grafik 4.1.33 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 

49 

Grafik 4.1.34 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 

49 

Grafik 4.1.35 Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 

Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020. 

52 

Grafik 4.1.36. Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

53 

Grafik 4.1.37 Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

55 

Grafik 4.1.38 esehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

55 

Grafik 4.1.39 Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 

Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

55 

Grafik 4.1.40 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

55 

Grafik 4.1.41 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-
2020 

55 

Grafik 4.1.42. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota setiap Provinsi di 
Kawasan Sulawesi 2014-2020 

59 

Grafik 4.1.43. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sulawesi 2014-2020 

59 

Grafik 4.1.44. Belanja Pendidikan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Sulawesi 2014-2020 

60 



xi 
 

Grafik 4.1.45. Belanja Kesehatan Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sulawesi 2014-2020 

60 

Grafik 4.1.46. Belanja Ekonomi Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap di Kawasan 
Sulawesi 2014-2020 

60 

Grafik 4.1.47. Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 

Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020 

60 

Grafik 4.1.48. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Rata-Rata Kabupaten/Kota 

Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020 

60 

Grafik 4.2. Mean Efisiensi Relatif kabupaten/kota antar Kawasan  63 
 
 

 
  



xii 
 

DAFTAR  DIAGRAM 
 
 
Diagram 4.3.1. Kaitan Belanja Pemerintah dengan Tingkat Kemiskinan dan 

Pertumbuhan Ekonomi di 20 Pemerintah Daerah di Indonesia 
74 

 
  



1 
 

BAB I.  PENDAHULUAN 
 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan dan program 

pemerintah yang tercermin dalam belanja ikut menentukan arah pembangunan, sehingga 

pemerintah dituntut untuk mengalokasikan belanja secara efisien dan produktif. 

 Rasio output-input digunakan dalam pengukuran efisiensi dan produktivitas. Output yang 

sering digunakan dalam pengukuran efisiensi pemerintah adalah pendidikan (1), kesehatan (2), 

infrastruktur  (3), pertumbuhan ekonomi (4), dan kemiskinan (5). 

Studi empiris tersebut memperlihatkan bahwa output dalam pengukuran efisiensi 

pemerintah  berupa pencapaian kesejahteraan masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi atau 

kemiskinan. Namun efisiensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus 

menurunkan kemiskinan belum menjadi perhatian. Isu ini perlu diangkat karena ada kaitan 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Studi terdahulu menyebutkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat menurunkan kemiskinan (6). Studi lain mengungkapkan pertumbuhan ekonomi 

meningkatkan kemiskinan (7). Peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi 

ini dapat menimbulkan permasalahan lain seperti ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.  

Alokasi belanja pemerintah yang efisien dan produktif dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang memihak orang miskin (disebut pro-poor growth) perlu dilakukan. Sayangnya, 

kajian ini masih sedikit dilakukan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk menghasilkan 

model efisiensi dan produktivitas belanja pemerintah yang bersifat pro-poor growth untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat menurunkan kemiskinan.  

Kajian tentang model efisiensi dan produktivitas belanja pro-poor growth menjadi urgen 

untuk dilakukan karena saat ini semakin banyak negara yang mengalami peningkatan kemiskinan 

sejak pandemic covid-19 tahun 2020 melanda, termasuk Indonesia. Dari enam kawasan di 

Indonesia, kemiskinan terendah ada di Kalimantan, sebaliknya, kemiskinan tertinggi ada di Papua 

& Maluku. Jawa mengalami peningkatan kemiskinan tertinggi. Kondisi kemiskinan bisa 

bertambah buruk jika pemerintah tidak mampu mengalokasikan belanja secara efisien dan 

produktif.  
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Kajian ini diperlukan untuk menghasilkan kluster kabupaten/kota yang efisien dan 

produktif di setiap kawasan dalam mengalokasikan belanja pro-poor growth agar pertumbuhan 

ekonomi tetap positif dan kemiskinan terus menurun dalam jangka panjang. Model determinan 

efisiensi pemerintah yang dihasilkan akan dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi dan 

pengentasan kemiskinan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) mengukur dan 

mengelompokkan (clustering) efisiensi belanja pemerintah pro-poor growth di setiap kawasan di 

Indonesia, (2) mengukur dan mengelompokkan (clustering) produktivitas belanja pemerintah pro-

poor growth, dan (3) menganalisis dummy pemekaran wilayah PDRB/kapita, pajak, dan kepadatan 

penduduk sebagai determinan efisiensi pemerintah.  

Dengan tema penguatan modal sosial, dan topik pengentasan kemiskinan, hasil penelitian 

dalam waktu 2 tahun ini memberikan model efisiensi dan produktivitas belanja pro-poor growth 

serta determinan efisiensi di setiap kawasan di Indonesia. Tahun 1, model efisiensi menjelaskan 

karakteristik (cluster) pemda berdasarkan efisiensi serta role model bagi pemda yang inefisien. 

Tahun 2, model produktivitas menjelaskan karakteristik (cluster) pemda produktif & tidak 

produktif, dan model determinan efisiensi pemerintah.  

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor growth) 

sebagai output dalam pengukuran efisiensi dan produktivitas belanja pemerintah relatif sedikit. 

Penelitian dengan pendekatan kawasan dalam menjelaskan pro-poor growth diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi publik. 
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BAB  II.  KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1. EFISIENSI 

Efisiensi menjadi isu penting dalam kinerja pemerintahan. Konsep efisiensi terkait pada 

pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghindari pemborosan (8). Efisiensi belanja 

pemerintah menjadi bagian esensial dalam pengelolaan keuangan yang memengaruhi kualitas 

layanan publik (9). Pengukuran efisiensi menggunakan rasio  output/input. Studi terdahulu 

menggunakan beberapa output dalam mengukur efisiensi belanja pemerintah yaitu pendidikan 

(10,11), kesehatan (12–14), fasilitas publik dan infrastruktur (5,15–17),  

Studi tersebut menjelaskan output dalam pengukuran efisiensi merupakan capaian layanan 

dasar pemerintah. Output lain dalam pengukuran efisiensi adalah kesejahteraan masyarakat, 

berupa pertumbuhan ekonomi (9,18,19) dan kemiskinan (5,20). Namun pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hal ini tergantung pada hubungan 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.  

Studi terdahulu menunjukkan kemiskinan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (21,22). 

Studi lain menjelaskan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan (23–25). Ada juga 

hasil sebaliknya, pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan (7). Peningkatan kemiskinan 

sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat menimbulkan permasalahan lain seperti 

ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah seharusnya mengalokasikan belanja yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat menurunkan kemiskinan (pro-poor 

growth). Program yang bersifat pro-poor growth memungkinkan penduduk berpenghasilan rendah 

untuk menerima manfaat lebih banyak dari adanya pertumbuhan ekonomi (26–28). Dalam kondisi 

ini, pertumbuhan pendapatan orang miskin meningkat lebih cepat dibandingkan dengan mereka 

yang tidak miskin, sehingga disebut pertumbuhan ekonomi yang memihak orang miskin.  

Namun demikian, kajian efisiensi belanja dengan dua output ini masih jarang dilakukan. 

Padahal model efisiensi belanja ini dapat membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar ketimpangan pendapatan tidak 

semakin lebar yang akan menimbulkan permasalahan yang lain, seperti peningkatan kriminalitas. 



4 
 

Untuk itu model efisiensi belanja yang bersifat pro-poor growth perlu dianalisis. Dengan alokasi 

belanja yang efisien, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif dan kemiskinan menurun. 

2.2. PRODUKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH 

Selain efisiensi, isu penting yang perlu diangkat adalah produktivitas pemerintah. Efisiensi 

mengungkapkan keberhasilan menggunakan input dalam menghasilkan output pada saat tertentu, 

bersifat statis, sementara produktivitas membandingkan pertumbuhan output dengan pertumbuhan 

input dalam jangka panjang (29). Jadi, produktivitas bersifat dinamis, dan mengungkapkan 

keberhasilan menghasilkan output  dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kajian produktivitas 

belanja pemerintah perlu dilakukan. 

Studi terdahulu menggunakan pertumbuhan ekonomi dalam mengukur produktivitas 

pemerintah (30–33). Hal ini mendukung teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan belanja 

pemerintah yang produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (34).  

Terkait dengan efisiensi yang telah diuraikan sebelumnya, maka produktivitas belanja pro-

poor growth juga seharusnya dikaji. Model produktivitas belanja pro-poor growth ini dapat 

memberikan perspektif baru tentang alokasi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang sekaligus menurunkan kemiskinan. Model ini akan memberikan manfaat bagi 

perekonomian dalam jangka panjang, seperti ketimpangan pendapatan semakin mengecil dan 

kriminalitas semakin menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang akan 

tercapai. Namun, kajian sejenis masih jarang dilakukan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk 

memperkaya khasanah pengetahuan mengenai produktivitas belanja pro-poor growth.  

2.3. BELANJA PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI PRO-POOR GROWTH 

Variabel yang digunakan sebagai input baik dalam efisiensi maupun produktivitas pemerintah 

adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah yang sering menjadi input ialah belanja untuk R&D 

(4), pendidikan (11,35), kesehatan (36,37), dan sosial (8). 

Studi terdahulu mengungkapkan adanya kombinasi beberapa jenis belanja yang 

dialokasikan dengan tujuan khusus, seperti untuk mengentaskan kemiskinan (pro-poor) dan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Untuk tujuan mengentaskan kemiskinan, 

pemerintah mengalokasikan sebagian besar belanja dalam belanja perlindungan sosial (5) dan 

belanja pengembangan (20). Kombinasi belanja lain adalah belanja pendidikan, kesehatan dan 
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perlindungan sosial (38). Ada juga yang mengaplikasikan belanja ekonomi, pendidikan, kesehatan 

dan perlindungan sosial (39). 

Sedangkan belanja yang bersifat pro-growth merupakan belanja infrastruktur pada bidang 

kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi (40). Studi lain menyebutkan kombinasi dari 

belanja pendidikan, kesehatan, sosial  sebagai belanja pro-growth (41). 

Selain itu, studi lain menemukan kombinasi belanja dengan tujuan pro-poor growth, seperti 

kombinasi belanja kesehatan dan pendidikan (42,43). Dapat disimpulkan, beberapa belanja yang 

sering digunakan yaitu kombinasi belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 

Penelitian ini akan mengkombinasikan belanja pro-poor dan pro-growth tersebut menjadi 

belanja pro-poor growth. Untuk itu, lima jenis belanja pro-poor growth berupa belanja pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, serta fasilitas umum & perumahan rakyat.   Selanjutnya, 

belanja yang dipakai dalam pengukuran efisiensi dan produktivitas merupakan belanja/kapita 

untuk 5 jenis belanja. Penggunaan belanja/perkapita dipilih karena salah satu penentuan jumlah 

belanja adalah jumlah penduduk.  Penduduk yang sedikit memiliki belanja yang kecil, sebaliknya, 

penduduk  yang banyak mengakibatkan belanja besar.  Untuk itu, ukuran belanja yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah belanja/kapita untuk lima jenis belanja.  

2.4. DETERMINAN EFISIENSI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Kajian selanjutnya adalah determinan (faktor penentu) efisiensi belanja pemerintah. Beberapa 

faktor ditemukan dalam studi terdahulu dan masih menyimpan ketidakpastian hubungan dengan 

efisiensi. Pertama, pemekaran wilayah. Ada kontradiksi tentang dampak pemekaran wilayah 

terhadap kinerja pemerintah. Di satu sisi pemekaran wilayah melemahkan ketercapaian 

kesejahteraan masyarakat (44,45). Di sisi lain itu dapat mendorong peningkatan kinerja dan 

efisiensi belanja pemerintah (46). Studi lain menyebutkan pemekaran wilayah tidak berpengaruh 

terhadap efisiensi pemerintah (47,48). Dalam penelitian ini, pemekaran wilayah merupakan 

dummy variable, dilihat dari status kabupaten/kota, daerah mekar atau tidak. Hipotesis penelitian 

ke-1 adalah: tingkat efisiensi pemerintah daerah mekar lebih rendah daripada daerah tidak mekar. 

Kedua, PDRB per kapita. PDRB per kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk 

dalam suatu kawasan yang mencerminkan tingkat kemakmuran wilayah. Studi terdahulu 

menjelaskan PDRB per kapita yang tinggi dikaitkan dengan tingkat efisiensi belanja pemerintah 



6 
 

yang tinggi pula (49–51). Namun, literatur berbeda menemukan bahwa PDRB per kapita tidak 

signifikan mempengaruhi efisiensi belanja pemerintah (52). Untuk itu, hipotesis penelitian ke-2 

adalah: PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap efisiensi pemerintah. 

Ketiga, pajak, yang menunjukkan kapasitas pendapatan daerah. Secara khusus, semakin 

tinggi pajak semakin efisien daerah dalam belanja. Studi terdahulu mengungkapkan ada pengaruh 

positif  pajak terhadap efisien belanja pemerintah (53,54). Namun studi lain menyatakan bahwa 

pajak berpengaruh negatif terhadap efisiensi (55,56). Hipotesis penelitian ke-3 adalah: pajak 

berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja pemerintah. 

Terakhir, kepadatan penduduk. Beberapa peneliti menemukan bahwa kepadatan penduduk 

kepadatan penduduk berdampak negatif terhadap efisiensi (12,51,57). Secara berbeda hasil 

investigasi peneliti lain menyatakan kepadatan penduduk berpengaruh positif (47,55,58). 

Sementara, beberapa menampilkan fakta bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap 

efisiensi (53,54,59). Hipotesis penelitian ke-4 adalah: kepadatan penduduk berpengaruh positif 

terhadap efisiensi 
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BAB III.  METODE PENELITIAN 
 

3.1. DISAIN PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan eksplanatori. Dalam 

dua tahun penelitian, penelitian ini mengukur efisiensi dan produktivitas belanja pro-poor growth 

pemerintah kabupaten/kota serta menganalisis determinan efisiensi belanja di setiap kawasan.  

Pada tahun pertama, penelitian ini mengukur efisiensi belanja pro-poor growth pemerintah 

kabupaten/kota di tujuh kawasan di Indonesia. Selanjutnya dibuat klusterisasi efisiensi belanja 

pro-poor growth pemerintah selama 2014-2020. 

Pada tahun kedua akan diukur produktivitas belanja pro-poor growth pemerintah 

kabupaten/kota di tujuh kawasan di Indonesia. selain itu akan dianalisis faktor-faktor yang menjadi 

determinan efisiensi belanja di setiap kawasan.  

3.2. JENIS DAN SUMBER DATA 

Data penelitian berupa data panel, terdiri dari kabupaten/kota di tujuh kawasan pada tahun 2014-

2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS, Kementerian 

Keuangan, dan BPK.  

Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga kelompok. Untuk pengukuran 

efisiensi dan produktivitas, digunakan variabel input dan output. Untuk variabel input, terdapat 

lima (5) input yang digunakan, yaitu belanja pendidikan/kapita, belanja kesehatan /kapita, belanja 

ekonomi/ kapita, belanja perlindungan sosial/kapita serta belanja perumahan & fasilitas 

umum/kapita.  Sementara itu untuk variabel output, ada 2 variabel, yang terdiri dari: pertumbuhan 

ekonomi dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. yang terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan 

keberhasilan pengentasan kemiskinan (berupa persentase penduduk tidak miskin, formula: 100% 

– tingkat kemiskinan). 

Selanjutnya, untuk determinan efisiensi, ada empat (4) variabel  independen. Varaibel 

independen ini terdiri dari pemekaran wilayah, PDRB per kapita, pajak daerah, dan kepadatan 

penduduk 
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3.3. METODE ANALISIS 

Penelitian ini merupakan penelitian dua tahap yang berlangsung dalam dua tahun. Tahap pertama 

(tahun pertama). Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi belanja pro-poor growth pemerintah 

kabupaten/kota di setiap kawasan. Model efisiensi, cluster pemda yang efisien, inefisien dan role 

model pemerintah dalam pengentasan kemiskinan akan dihasilkan untuk setiap kawasan.  

Metode yang digunakan dalam tahun pertama adalah Data Envelopment Analysis (DEA) 

dengan pendekatan variable return to scale  (VRS) dengan model output oriented (61).  

Model efisiensi: 

Objective function  

Max E = μ1Y1 + μ2Y2 + μ0  .................................................................................... (1) 

 

Subject to 

ʋ1X1 + ʋ2X2 + ʋ3X3 + ʋ4X4 + ʋ5X5 =  1            ……………................................... (2) 

μ1Y1 + μ2Y2 + μ0 - (ʋ1X1 + ʋ2X2 + ʋ3X3 + ʋ4X4 + ʋ5X5) ≤ 0   ............................... (3) 

μ1,2, ʋ1,2,3,4,5  ≥ 0 ..................................................................................................... (4) 

 

Di mana Y1= pertumbuhan ekonomi; Y2 = persentase penduduk tidak miskin; X1= belanja 

pendidikan/kapita, X2= belanja kesehatan/kapita, X3= belanja ekonomi/kapita, X4= belanja 

perlindungan sosial/kapita, dan X5= belanja perumahan & fasilitas umum/kapita. 

Kemudian, tahap kedua penelitan (tahun kedua), akan dilakukan pengukuran produktivitas 

belanja pro-poor growth dan menganalisis determinan efisiensi belanja. Pada tahap kedua ini 

dihasilkan model produktivitas belanja pro-poor growth (ada tujuh kluster produktivitas), dan 

model determinan efisiensi belanja untuk setiap kawasan.  

Metode analisis yang digunakan: 

1. Pengukuran produktivitas: Malmquist Productivity Index (MPI). MPI digunakan untuk 

mengukur total factor productivity (TFP) dari belanja pro-poor growth. Indeks TFP 

terbentuk dari nilai efficiency change dan technology change (61) selama periode 2014-

2020.  
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2. Determinan efisiensi: Panel Tobit Regression. Model tobit mendefinisikan variable 

dependen “disensor” dimana nilai aktual yang diamati pada nilai efisiensi bernilai 0 

(minimum) dan 1 (maksimum). Untuk data tersensor, penggunaan OLS menyebabkan 

estimasi kuadrat terkecil menjadi bias dan tidak konsisten, sehingga penggunaan model 

tobit lebih tepat digunakan (62,63). 

Model regresi panel tobit dalam penelitian:  

𝐸𝑓𝑓௜௧= 
൜
α଴  +  αଵ DPM ௜௧ +  βଵlnPDRB𝐾𝑎𝑝௜௧ +  βଶ pajak௜௧  +  βଷ 𝑝𝑜𝑝௜௧  +  ℇ௜௧ ,   𝑖𝑓 0 < 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑡 < 1 

                                                                                                                                1  𝑖𝑓 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑡 = 1
 

 

Dimana Eff= tingkat efisiensi, DPM= dummy pemekaran wilayah, PDRBkap= produk domestik 

regional bruto per kapita, pajak= pajak daerah, dan pop= kepadatan penduduk. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan  uji simultan (F-Test) dan uji parsial (t-test).
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BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang akan dijawab dalam dua tahun penelitian. Tujuan 

pertama adalah untuk mengukur dan mengelompokkan (clustering) efisiensi belanja pemerintah 

pro-poor growth di setiap kawasan di Indonesia. Tujuan ini akan dijawab pada tahun pertama 

penelitian. Tujuan kedua yaitu untuk mengukur dan mengelompokkan (clustering) produktivitas 

belanja pemerintah pro-poor growth. Tujuan ketiga ialah untuk menganalisis dummy pemekaran 

wilayah PDRB/kapita, pajak, dan kepadatan penduduk sebagai determinan efisiensi pemerintah.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitan tahun pertama akan menghasilkan pengukuran efisiensi 

dan pengelompokkan (clustering) efisiensi belanja pemerintah pro-poor growth di setiap kawasan 

di Indonesia.  Pada tahun pertama juga akan menguraikan role model bagi pemda yang inefisien 

di setiap kawasan di Indonesia. Sebelum hasil pengukuran efisiensi diuraikan, terlebih dahulu 

disajikan input dan output yang digunakan dalam pengukuran efiseinsi. Input dan output akan 

dijelaskan untuk setiap kawasan di Indonesia. 

 

4.1. DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

Gambaran umum mengenai ouput dan input yang diterapkan pada penelitian ini pada setiap 

Kawasan akan dijelaskan secara rinci untuk mendapatkan pemahaman meyeluruh terkait kondisi 

makroekonomi dan kebijakan anggaran yang dihadapi oleh setiap Kabupaten/Kota di setiap 

kawasan penelitian. 

4.1.1. SUMATERA 

4.1.1.1. Output 

a. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sumatera 

Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Sumatera sepanjang 

tahun 2014-2020 terdapat di Provinsi Jambi tahun 2014, yaitu sebesar 7,32 persen. Perekonomian 

Jambi pada tahun 2014 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahuntahun 

sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Jambi tahun 2014 mencapai 7,76 persen, sedangkan tahun 

2013 sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan 

akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,73 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB 

yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif (Grafik 4.1.1).  
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Sebaliknya Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 

kabupaten/kota terendah di kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020, dimana pada tahun 

2020 mencapai angka -3,8 persen. Seperti dalam hal ini, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Kepulauan Riau triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,81% (y-on-y) 

dibandingkan periode triwulan III 2019 yang mampu tumbuh sebesar 4,92%, Laju pertumbuhan 

ekonomi secara (y-on-y) triwulan III 2020 Provinsi didorong oleh penurunan kategori perdagangan 

besar dan eceran yang memberikan andil pertumbuhan sebesar -1,83 persen, kategori konstruksi 

yang memberikan andil pertumbuhan sebesar -1,59 persen dan kategori transportasi dan 

pergudangan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar -1,10 persen (DPJb Kepri, 2021). 

Grafik 4.1.1.  Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Sumatra tahun 2014-2020 

 
 

b. Tingkat Kemiskinan di Kawasan Sumatera 

Tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

Kawasan Sumatera terdapat di Provinsi Aceh, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 17,47 

persen pada tahun 2015. Pada tahun 2020, Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi Aceh 

pada triwulan III-2020 sebesar 0,1% (yoy) serta meningkatkan tingkat pengangguran terbuka pada 

Agustus 2020 menjadi 6,59%, lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42%) diduga menjadi salah 

satu pendorong peningkatan tingkat kemiskinan. Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01%) 
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terdampak Covid-19 yang mengakibatkan orang-orang tersebut menjadi pengangguran, sementara 

tidak bekerja, ataupun pengurangan jam kerja. Selain itu, faktor struktural seperti kebijakan atau 

program yang masih belum menyasar kepada akar masalah kemiskinan menjadi salah satu 

penyebab terhambatnya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Grafik 4.1.2 menjelaskan kondisi 

kemiskinan di Sumatera. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Provinsi Aceh 

merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera pada September 2020 

dengan 15.43% penduduk miskin. Persentase ini lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat 

kemiskinan provinsi Sumatera (10,22%) dan Nasional (10,19%) (BI, 2021). 

Grafik 4.1.2. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sumatra 
tahun 2014-2020 

 

Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2019 & 2020, 

dimana tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kotanya hanya 4,7 persen. BI (2021) Bangka 

Belitung berada pada peringkat ke-4 setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta untuk 

provinsi dengan penduduk miskin terendah pada september 2020, sementara garis kemiskinan 

perkapita di Provinsi Kep.Bangka Belitung mencapai Rp727.114,-/kapita/bulan. Garis kemiskinan 

ini jauh lebih tinggi dari garis kemiskinan rata-rata nasional yang hanya sebesar Rp458.947,-.  

Potret pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi yang terdapat di Pulau 

Sumatera (lihat Tabel 4.1.1.a dan 4.1.1.b) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Dengan 
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capaian pertumbuhan ekonomi minimal hingga tembus ke level minus 20, 34 persen di tahun 2015 

(Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada angka 

13,23 persen di tahun 2017 yaitu di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Sementara untuk tingkat kemiskinan terendah berada pada angka 2,01 persen di tahun 2017 

(Provinsi Sumatera Barat) dan tertinggi pada angka 34,08 persen di tahun 2015 (Provinsi Riau). 

Kepulauan Meranti merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki tingkat kemiskinan 

tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-

2020. Sebaliknya Kabupaten Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat 

kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Sumatera sepanjang tahun 

2014-2020. 

Tabel 4.1.1.a.  Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah 
di Setiap Provinsi tahun 2014-2020  

 

  

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pertumbuhan ekonomi 
Aceh Min -7,39 -20,34 -1,52 2,19 1,28 1,26 -3,29 

  Max 5,11 5,00 5,93 13,23 10,14 6,77 3,54 

Sumut Min 4,20 4,14 4,12 4,11 4,35 4,35 -1,98 

  Max 7,50 6,21 6,27 6,09 6,03 6,05 1,80 

Sumbar Min 5,57 5,20 5,02 5,08 4,89 2,40 -10,46 

  Max 6,47 6,41 6,17 6,23 6,06 5,89 -0,87 

Riau Min -3,85 -2,94 -2,54 -1,72 -1,69 -1,89 -4,38 

  Max 6,90 5,57 5,68 6,12 5,39 5,99 2,24 

Jambi Min 5,20 1,81 2,65 3,07 2,94 4,21 -3,87 

  Max 9,07 7,06 6,84 6,02 6,77 5,05 3,69 

Sumsel Min -0,01 2,14 2,17 3,02 3,21 3,52 -0,25 

  Max 11,51 7,62 6,78 7,16 8,65 7,02 0,41 

Bengkulu Min 4,82 4,31 5,00 4,81 4,80 4,89 -0,25 

  Max 6,12 6,02 6,13 5,46 5,48 5,41 0,26 

Lampung Min 2,87 4,58 4,54 4,58 3,71 3,81 -2,29 

  Max 7,05 6,33 6,43 6,28 6,20 6,21 -1,02 

Kepulauan Babel Min 1,50 0,31 3,05 3,46 3,42 1,23 -5,43 

  Max 5,17 5,03 5,17 5,30 5,38 7,08 -0,66 

Kepri Min 3,70 2,38 2,90 -0,10 -8,21 -0,13 -7,83 

  Max 7,16 6,87 6,17 6,08 5,05 5,92 -0,68 
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Tabel 4.1.1.b. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah 
di Setiap Provinsi tahun 2014-2020  

 

4.1.1.2. Input 

Pada studi ini digunakan lima instrumen input yaitu berupa belanja pendidikan, belanja 

kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan sosial dan belanja perumahan dan fasilitas 

umum. Pemilihan kelima input ini didasari oleh urgensinya terhadap kesejahteraan masyarakat 

sehingga diharapkan dengan adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan pengeluarannya maka 

akan mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan atau dengan 

kata lain ada penurunan jumlah penduduk miskin. 

Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi 

di Sumatera tidaklah sama. Ada yang lebih berorientasi pada sektor Pendidikan sehingga 

mengalokasikan belanja yang lebih besar disektor ini, ada yang lebih condong pada bidang 

Kesehatan dengan mengalokasi dana belanja yang lebih besar untuk bidang ini. Namun juga ada 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tingkat Kemiskinan 
Aceh Min 7,78 7,72 7,41 7,44 7,25 7,22 6,90 

  Max 22,97 21,95 21,86 22,11 21,25 20,78 20,20 

Sumut Min 4,56 4,74 4,86 4,62 4,13 3,89 3,88 

  Max 29,28 32,62 30,92 29,06 26,72 25,51 25,69 

Sumbar Min 2,25 2,22 2,21 2,01 2,39 2,17 2,16 

  Max 14,96 15,52 15,12 14,67 14,44 14,43 14,35 

Riau Min 3,17 3,27 3,07 3,05 2,85 2,52 2,62 

  Max 33,85 34,08 30,89 28,99 27,79 26,93 25,28 

Jambi Min 3,33 3,43 3,13 2,78 2,76 2,81 3,03 

  Max 13,55 14,17 12,76 12,58 12,38 11,54 10,95 

Sumsel Min 8,90 9,64 9,19 8,89 8,77 8,90 9,07 

  Max 18,02 19,73 20,00 19,49 19,12 19,49 19,47 

Bengkulu Min 8,22 8,33 8,71 8,41 8,20 8,80 9,30 

  Max 21,96 22,98 22,36 21,54 19,60 19,10 18,56 

Lampung Min 6,57 8,20 8,00 7,66 7,55 7,47 7,33 

  Max 23,32 23,20 22,92 21,55 20,85 19,90 19,30 

Kepulauan Babel Min 3,15 3,08 2,74 2,98 3,05 2,67 2,70 

  Max 8,48 8,38 7,85 7,77 7,56 6,60 6,52 

Kepri Min 4,11 4,34 4,33 4,64 4,68 4,42 4,43 

  Max 14,75 14,95 14,36 13,84 13,55 12,88 13,85 
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yang menempatkan pengeluaran lebih untuk bidang perlindungan sosial dan belanja perumahan 

dan fasilitas umum. Dari beberapa Kabupaten/Kota terlihat ada yang memiliki alokasi belanja yang 

lebih besar untuk di kelima bidang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya. 

Grafik 4.1.3. Belanja Pendidikan 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera 
Tahun 2014-2020 

Grafik 4.1.4. Belanja Kesehatan 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Sumatera 
Tahun 2014-2020 

Grafik 4.1.5 Belanja Ekonomi 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Sumatera Tahun 
2014-2020 

 

Grafik 4.1.6. Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.7. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sumatera Tahun 2014-2020 

 

Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan belanja pemerintah perkapita (pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, dan perumahan & fasum) yang secara umum memiliki 

nilai paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan sumatera, terutama di tahun 

2020. Dari sisi komposisi per fungsi, sejalan dengan fokus pemerintah dalam melaksanakan 

prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kepri pada Tahun 2020 maka fungsi 

yang menjadi prioritas adalah pelayanan umum. Fungsi pelayanan umum mampu berkontribusi 

sebesar 34,56 persen dari total realisasi APBN sampai dengan Triwulan III 2020, dan realisasi 
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meningkat sebesar 60,72 persen dibandingkan Triwulan III 2019. Di samping itu meskipun situasi 

pandemi membuat hampir seluruh realisasi dari fungsi menurun, namun fungsi perumahan dan 

fasilitas umum mampu bertumbuh sangat signifikan dibandingkan Triwulan III 2019 (DPJPb 

Kepri, 2020). 

Belanja Pendidikan Perkapita Kawasan Sumatera 

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Sumatera berada di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 4.098,061 . Angka tersebut merupakan 

belanja perkapita dari Kabupaten Sabang Provinsi Aceh Tahun 2014.  

Sebaliknya, pada tahun 2016,  belanja  perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. 

Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang. 

Tabel 4.1.2.  Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Pendidikan per kapita 
Aceh min 723,030 908,533 11,483 1013,229 941,421 949,676 982,650 

  max 4098,061 3908,843 3942,993 3458,929 3267,440 4215,455 3387,301 

Sumut min 492,827 404,603 0,000 1,443 406,298 535,285 378,088 

  max 1799,181 2211,196 2379,552 3102,618 2334,268 2435,228 2233,479 

Sumbar min 110,532 790,912 215,074 695,075 783,181 832,662 756,272 

  max 2299,497 2564,734 2914,791 2231,591 2395,133 2497,751 2428,344 

Riau min 3,490 600,527 132,659 683,436 481,448 582,163 641,027 

  max 1611,900 2161,476 1995,215 1613,810 1500,133 1742,282 1407,582 

Jambi min 671,500 743,813 123,315 754,925 739,995 747,009 690,578 

  max 2260,291 2161,259 3594,756 1839,058 1904,418 1986,099 1734,982 

Sumsel min 291,979 157,618 59,789 226,325 714,397 713,201 652,867 

  max 1303,055 1270,085 1359,403 1103,811 1067,179 1261,027 1353,767 

Bengkulu min 673,545 969,742 355,359 852,252 827,532 858,505 792,028 

  max 1753,940 1787,265 1867,732 1511,377 1570,735 1686,430 1640,241 

Lampung min 326,739 522,551 197,920 541,713 593,655 666,439 601,382 

  max 1162,696 1367,137 1043,150 1275,837 1244,770 1253,067 1256,739 
Kepulauan 
Babel 

min 752,524 874,243 189,808 839,938 896,139 998,176 849,447 

  max 1624,109 1800,473 1925,189 1886,977 1783,520 1907,668 1676,247 

Kepri min 437,323 483,805 32,569 413,010 438,773 449,770 421,271 

  max 5683,699 2918,202 3661,688 3942,179 4136,498 5048,381 4522,705 
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Belanja Kesehatan Perkapita Kawasan Sumatera 

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Sumatera berada di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4.129,373 . Angka tersebut merupakan 

belanja perkapita dari Kabupaten Kepualaun Anambas tahun 2019.  

Sebaliknya, pada tahun 2016,  belanja  perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. 

Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang. 

Tabel 4.1.3.  Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Kesehatan Per Kapita 
Aceh min 374,872 409,389 21,746 452,491 426,973 475,287 501,914 

  max 1791,566 2360,953 2452,505 2589,049 2651,245 2969,100 2757,141 

Sumut min 135,320 147,076 0,000 116,475 184,565 219,920 238,940 

  max 1291,220 1450,751 1547,614 1540,889 1781,801 1593,579 1723,669 

Sumbar min 89,917 230,427 102,321 282,128 337,798 328,964 354,849 

  max 1453,060 1743,400 2207,724 2251,782 2383,077 2496,361 2566,122 

Riau min 23,256 192,026 32,844 198,510 179,691 207,322 263,281 

  max 713,178 801,149 851,955 930,352 910,784 1136,366 1187,842 

Jambi min 267,045 288,500 37,236 334,518 349,163 396,641 466,025 

  max 404,987 557,700 1396,092 634,965 777,024 934,593 1077,435 

Sumsel min 181,394 140,060 41,777 93,782 264,118 303,516 333,911 

  max 740,475 730,447 685,335 794,482 944,163 952,448 1027,325 

Bengkulu min 230,577 308,136 112,170 362,781 406,947 450,174 532,487 

 max 576,758 856,473 1085,133 1013,200 924,061 1326,595 1486,367 

Lampung min 114,873 114,858 149,881 132,513 172,045 186,549 207,391 

  max 889,463 955,611 386,311 1289,394 1281,869 1493,776 1761,893 

Kepulauan 
Babel 

min 347,927 476,894 80,600 456,708 557,861 624,709 729,555 

  max 716,697 986,493 999,458 1208,012 1159,858 1266,282 1300,344 

Kepri min 230,392 244,371 17,103 284,290 235,146 251,973 293,696 

  max 3042,233 1892,411 3174,079 2661,600 2649,698 4129,373 3461,589 

 

Belanja Ekonomi Perkapita Kawasan Sumatera 

Belanja Ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan 

Sumatera berada di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 3.052,002 . Angka tersebut merupakan belanja 

perkapita dari Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016.  
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Sebaliknya, pada tahun 2016,  belanja  perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. 

Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang. 

Tabel 4.1.4.  Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Ekonomi Per Kapita 
Aceh min 172,182 196,822 29,143 194,726 121,015 140,717 119,240 

  max 2066,893 1683,733 1996,876 1721,189 1423,209 1474,327 875,773 

Sumut min 77,275 35,042 0,000 60,544 53,797 66,781 42,231 

  max 909,949 915,936 1322,677 3252,059 690,348 721,901 650,444 

Sumbar min 139,199 143,640 33,868 113,927 104,424 139,047 105,343 

  max 636,086 889,899 1422,596 898,048 867,087 797,448 752,231 

Riau min 64,332 169,408 12,602 128,431 107,910 124,465 107,929 

  max 793,215 797,897 780,670 396,172 453,702 522,360 312,067 

Jambi min 135,716 148,994 18,374 110,223 107,908 129,968 80,314 

  max 676,581 608,003 704,594 556,333 581,426 675,341 475,136 

Sumsel min 77,441 67,329 31,266 17,691 74,057 95,582 75,007 

  max 778,648 737,857 402,214 353,745 320,439 388,407 688,278 

Bengkulu min 130,973 175,331 33,039 153,538 145,666 191,084 112,152 

  max 474,936 562,825 780,062 461,298 443,738 422,871 315,965 

Lampung min 71,104 78,372 25,506 47,448 65,478 74,485 49,417 

  max 292,348 263,684 319,135 277,402 319,505 850,725 485,953 
Kepulauan 
Babel 

min 181,235 191,477 38,559 176,434 128,762 176,639 116,069 

  max 657,505 622,047 614,401 506,251 492,673 478,336 359,015 

Kepri min 193,762 206,725 9,178 243,482 217,128 257,565 188,718 

  max 2733,212 1793,640 3052,022 1724,349 1853,333 2561,332 1455,757 

 

Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Kawasan Sumatera 

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 

di kawasan Sumatera berada di Provinsi Aceh, yaitu sebesar  505,883. Angka tersebut merupakan 

belanja perkapita dari Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh Tahun 2016.  

Sebaliknya, pada tahun 2016,  belanja  perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. 

Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja dalam bidang. 

 



19 
 

Tabel 4.1.5.  Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Kawasan Sumatera 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Perlindungan Sosial Per Kapita 
Aceh min 12,765 28,772 3,528 26,397 17,539 20,909 23,430 

  max 360,684 383,265 505,883 481,952 416,027 316,672 315,925 

Sumut min 8,097 8,983 0,000 5,988 10,680 12,280 8,745 

  max 266,619 314,877 326,262 281,360 263,084 274,750 222,441 

Sumbar min 21,751 23,255 6,013 13,394 12,350 29,752 22,686 

  max 220,872 306,966 248,356 1045,794 301,497 283,329 194,765 

Riau min 4,335 34,279 2,013 19,873 21,214 25,782 25,912 

  max 137,446 122,469 128,279 72,264 87,022 94,716 101,916 

Jambi min 31,006 34,811 3,656 21,640 26,539 30,343 26,587 

 Jambi max 111,335 128,271 406,335 143,266 134,698 166,343 171,605 

Sumsel min 12,205 14,901 1,929 7,820 18,564 22,062 17,553 

  max 120,425 105,364 126,031 101,464 95,151 116,681 158,707 

Bengkulu min 33,270 44,737 13,148 47,468 42,833 41,605 31,487 

  max 159,018 135,737 157,391 105,633 115,687 113,700 157,483 

Lampung min 12,630 12,767 7,330 11,318 14,998 14,247 13,509 

  max 74,141 69,725 70,769 70,731 87,041 96,379 79,833 
Kepulauan 
Babel 

min 39,988 45,107 14,017 52,830 54,587 60,956 53,066 

  max 95,345 140,614 124,847 127,480 127,968 137,528 107,961 

Kepri min 44,041 43,377 3,303 34,413 38,134 36,784 48,633 

  max 367,475 276,996 496,715 305,268 292,008 294,755 227,902 

 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Kawasan Sumatera 

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 di kawasan Sumatera berada di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 6.502,106 . Angka tersebut 

merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.  

Sebaliknya, pada tahun 2016,  belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota 

terendah pada kawasan sumatera sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Sumatera Utara, 

tepatnya di Kota Medan. Dimana pada tahun 2016, tercatat di Kota Medan tidak terdapat belanja 

dalam bidang perumahan dan fasum. 

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau merupakan kabupaten dengan belanja 

kesehatan perkapita, belanja ekonomi perkapita, dan belanja perumahan & fasum tertinggi di 
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kawasan Sumatera sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya, tidak terdapat belanja pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, dan perumahan & fasum di Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 2016. 

Tabel 4.1.6.  Deskripsi Input Belanja Perumahan dan Failitas Umum Kabupaten/Kota di Kawasan 
Sumatera 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Per Kapita 
Aceh min 272,223 365,316 51,830 412,859 219,032 395,833 254,454 

  max 1704,701 3137,053 3211,291 2820,912 3647,409 3499,205 2344,020 

Sumut min 173,150 229,625 0,000 25,455 165,501 254,292 95,779 

  max 1647,811 1973,184 2089,594 1748,010 2288,388 2265,912 816,594 

Sumbar min 102,605 221,331 36,397 44,056 60,537 81,909 40,045 

  max 1297,410 1584,423 2293,923 3261,082 2252,540 2617,476 1236,134 

Riau min 18,597 224,036 5,837 0,153 3,180 17,869 8,002 

  max 1177,849 1747,339 1842,198 1416,400 1153,405 1433,543 754,832 

Jambi min 422,313 419,541 169,807 389,348 456,803 482,145 236,124 

  max 1544,626 1586,050 1895,554 1790,364 1889,368 1731,567 1232,073 

Sumsel min 307,804 305,196 72,945 185,327 229,386 309,083 402,810 

  max 1745,749 1240,872 1692,285 2202,775 3223,038 3782,205 1601,048 

Bengkulu min 295,788 325,519 233,031 434,910 449,557 387,093 167,048 

  max 1009,141 990,725 1759,459 1334,039 1055,225 1024,736 796,143 

Lampung min 192,076 189,507 335,967 86,425 191,370 160,484 138,652 

  max 689,268 884,668 1630,269 1274,833 1330,438 1063,591 916,648 
Kepulauan 
Babel 

min 359,674 501,481 160,116 528,309 327,830 443,052 27,825 

  max 764,863 881,134 1185,508 2097,548 1027,821 889,919 523,299 

Kepri min 259,058 277,880 12,508 512,872 407,217 380,452 175,209 

  max 3184,206 3175,488 6502,106 3508,398 4301,612 5093,896 2036,396 

 

4.1.2. JAWA & BALI 

4.1.2.1. Output  

a. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa dan Bali 

Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2017 paling 

tinggi sepanjang 2014-2020 dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di kawasan Jawa-Bali, 

yaitu sebesar 24,899 persen. Berdasar pada Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dipublikasikan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali tercatat hampir pada seluruh lapangan usaha, tertinggi pada lapangan usaha penyediaan 

akomodasi dan makan minum sebesar 9,25%, diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial 
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8,44%, serta informasi dan komunikasi sebesar 8,14%. Kabupaten Badung dengan  pertumbuhan 

ekonominya mencapai 25,5 menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi 

terbesar di Provinsi Bali tahun 2017.  

Grafik 4.1.8.    Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa 
dan Bali tahun 2014-2020 

 

Sebaliknya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali merosot sampai 

menyentuh angka -7,342 persen. Tidak bisa dipungkiri pada tahun 2020 seluruh provinsi di 

kawasan Jawa-Bali mengalami kemerosotan yang tajam. Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan 

Regional Bali 2021 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, secara keseluruhan tahun 2020 

ekonomi Bali tumbuh kontraksi, 9,31% (yoy), lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh 

positif. Adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 membuat berbagai 

negara menerapkan kebijakan travel restriction sehingga kunjungan wisatawan menurun 

signifikan. Kabupaten Badung menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di 

Provinsi Bali tahun 2020, yaitu sebesar -16,52. 

b. Tingkat Kemiskinan di Kawasan Jawa dan Bali 

Menilik kondisi kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kawasan Jawa dan Bali, 

dominasi tingkat kemiskinan tinggi masih berada di Jawa Tengah yaitu tepatnya di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada periode 2014-2020, Provinsi dengan tingkat kemiskinan 
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terendah ada pada Provinsi Bali. Hal ini salah satunya disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang 

mengakar di masyarakat Bali yaitu untuk giat bekerja dan meninggalkan sifat malas.  

Grafik 4.1.9.   Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Jawa   
dan Bali tahun 2014-2020 

 

 
Provinsi DI Yogyakarta jika dilihat dari grafik diatas, merupakan provinsi dengan tingkat 

kemiskinan rata-rata Kabupaten/Kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 jika dibandingkan 

dengan provinsi lainnya yang berada di kawasan Jawa-Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

distribusi pembangunan ekonomi di DIY belum merata. Akurasi dalam menentukan Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) menjadi problem mendasar dalam menyelesaikan kemiskinan di DIY. 

Penyebabnya adalah tingginya angka inclusion error dan exclusion error. Inclusion error berarti 

warga yang masuk dalam kategori sejahtera secara ekonomi malah terdaftar mendapat bantuan. 

Adapun exclusion error bermakna sebaliknya: warga yang tidak mampu justru tidak menerima 

bantuan (DPJb Yogyakarta, 2018). Gunung Kidul merupakan Kabupaten dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi di DIY tahun 2015, yaitu sampai menyentuh angka 21,73 persen. 

Sebaliknya, provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata tingkat kemiskinan paling rendah, 

Penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan dan 

penyerapan tenaga kerja. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin besar terhadap 

kesejahteraan masyarakatnya, antara lain melalui berbagai subsidi dan bantuan sosial, yang 

khususnya ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah (BI,2019). 
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Tabel 4.1.7. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan 
Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Jawa-Bali tahun 2014-2020  

Statistik Deskriptif Output Kabupaten/Kota di Jawa-Bali 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur min 0,080 -2,660 0,660 2,860 3,630 0,140 -6,460 
  max 7,190 17,420 21,950 10,250 6,500 6,510 -0,290 
Jawa tengah min 2,920 3,880 2,540 2,580 2,990 2,270 -10,360 
  max 6,310 6,280 23,540 6,980 6,480 6,810 -0,230 
Jawa Barat min 4,710 2,160 0,080 1,430 1,340 3,200 -3,590 
  max 7,720 7,640 7,790 7,210 7,080 7,850 0,860 
Banten min 4,620 4,750 5,000 5,220 4,950 4,050 -6,920 
  max 8,050 7,250 6,740 7,300 7,490 7,400 -0,540 
DKI Jakarta min 5,910 5,910 5,870 6,200 6,110 5,820 -2,360 
  max 5,910 5,910 5,870 6,200 6,110 5,820 -2,360 
DI Yogyakarta min 4,540 4,620 4,760 5,010 5,160 5,340 -4,060 
  max 5,300 5,180 5,220 5,970 10,830 13,490 -0,680 
Bali min 5,830 6,000 5,920 24,480 5,440 6,600 -16,520 
  max 7,000 6,300 6,810 25,500 6,730 7,000 -4,100 

Tingkat Kemiskinan 
Jawa Timur min 4,590 4,600 4,330 4,170 3,890 4,070 3,890 
  max 25,800 25,690 24,110 23,560 21,210 20,710 22,780 
Jawa tengah min 5,040 4,970 4,850 4,620 4,140 3,980 4,340 
  max 21,420 21,450 20,530 20,320 17,580 16,820 17,590 
Jawa Barat min 2,320 2,400 2,340 2,340 2,140 2,070 2,450 
  max 15,950 16,280 15,600 14,800 12,710 11,410 12,970 
Banten min 1,680 1,690 1,670 1,760 1,680 3,030 2,290 
  max 9,500 10,430 9,670 9,740 9,610 9,420 9,920 
DKI Jakarta min 4,090 3,930 3,750 3,770 3,570 3,470 4,530 
  max 4,090 3,930 3,750 3,770 3,570 3,470 4,530 
DI Yogyakarta min 8,670 8,750 7,700 7,640 6,980 1,680 7,270 
  max 20,830 21,730 20,300 20,030 18,300 17,390 18,010 
Bali min 2,210 2,330 2,060 2,060 1,980 1,780 2,020 
  max 7,300 7,440 6,610 6,550 6,280 6,250 5,910 

 

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Jawa-Bali 

berada di Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan pertumbuhan sebesar 25,5 persen dan juga 

merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di 

kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi 
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kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Badung Provinsi Bali tahun 2020 sebesar -16,520. 

Pertumbuhan ekonomi Badung tahun 2020 menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan 

Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020.  

Ditinjau dari segi tingkat kemiskinan, Sampang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di 

Kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 25,8 persen di 

tahun 2014. Sebaliknya terdapat 2 kabupaten, yaitu Tanggerang Selatan Provinsi Banten di tahun 

2016 dan Gunung Kidul DIY pada tahun 2019 yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika 

dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Jawa-Bali sepanjang tahun 2014-2020, yaitu 

sebesar 1,68 persen. 

 
4.1.2.2. Input 

Belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa dan Bali relatif bervariasi. 

Target pembangunan yang ditetapkan antar daerah yang beragam mendorong adanya alokasi 

belanja yang berbeda untuk semua bidang, terutama belanjang pada lima bidang yang menjadi 

fokus studi ini. 

Pada grafik 4.1.10 s.d 4.1.14 menunjukkan variabel input dalam bentuk belanja pemerintah 

perkapita, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan 

sosial,dan belanja perumahan dan Fasilitas umum. Dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa 

ada 2 provinsi yang memiliki rata-rata belanja pemerintah yang tinggi untuk 5 jenis belanja 

pemerintah Provinsi DKI Jakarta (belanja kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) dan Provinsi Bali 

(Belanja Perlindungan Sosial dan Perumahan & Fasilitas umum). 

Fungsi Pelayanan Umum yang merupakan belanja untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah dan khusus tahun 2019 adalah pelaksanaan pileg dan pilpres sehingga mendapat porsi 

terbesar pada tahun 2019 dengan share realisasi 66,78% terhadap total realisasi belanja, diikuti 

oleh Fungsi Ekonomi dengan share 14,21%. Belanja untuk fungsi ekonomi di Provinsi DKI Jakarta 

terlihat dari tingginya alokasi belanja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan 

Kementerian Pertanian yang masuk 10 besar K/L dengan pagu terbesar, karena Fungsi Ekonomi 

merupakan belanja yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui 
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pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan 

UMKM dan Koperasi (DPJb DKI Jaakrta, 2019). 

Grafik.4.1.10. Belanja Pendidikan 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-Bali 
Tahun 2014-2020 

Grafik 4.1.11. Belanja Kesehatan 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Jawa-Bali Tahun 
2014-2020 

Grafik 4.1.12. Belanja Ekonomi 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Jawa-
Bali Tahun 2014-2020 

 

 

Grafik 4.1.13. Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Jawa-Bali Tahun 2014-2020 

 

 

Grafik 4.1.14. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Jawa-Bali Tahun 2014-2020 

 
Belanja Pendidikan Kawasan Jawa-Bali 

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 2.189,842. Angka tersebut 

merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016.  
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Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Jawa Barat, yaitu hanya yang 14,996. 

Belanja pendidikan sebesar ini merupakan belanja pendidikan perkapita Bandung Barat tahun 

2016. 

Tabel 4.1.8.  Deskripsi Input Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Pendidikan per kapita 
Jawa Timur min 423,715 510,325 45,120 467,690 466,715 500,375 462,897 
  max 1713,429 1716,917 2189,842 1652,106 1521,996 1709,197 1585,441 
Jawa tengah min 246,462 290,518 23,056 301,112 166,044 154,294 478,746 
  max 1490,529 1803,727 1561,455 1764,460 1671,343 1682,225 1495,210 
Jawa Barat min 257,941 294,881 14,996 294,071 359,826 368,926 393,820 
  max 1365,602 1267,021 1291,239 1979,461 1082,544 1132,246 1114,309 
Banten min 265,759 331,128 57,254 346,622 365,503 407,353 443,852 
  max 891,019 962,440 983,778 1145,193 1767,499 1110,015 859,895 
DKI Jakarta min 1085,487 1247,090 450,262 1278,426 1508,632 2062,817 1383,215 
  max 1085,487 1247,090 450,262 1278,426 1508,632 2062,817 1383,215 

DI Yogyakarta min 409,702 582,859 42,002 635,699 624,112 623,172 587,793 
  max 1156,864 1264,141 1412,124 1174,957 1081,226 1142,155 1008,656 
Bali min 288,294 288,069 81,335 301,272 340,483 353,520 342,549 
  max 643,534 829,402 1403,258 1068,271 1299,357 1510,394 1658,440 

 

Belanja Kesehatan Kawasan Jawa-Bali 

Belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Jawa-Bali berada di Jawa Tengah, yaitu sebesar 2.810,272. Angka tersebut merupakan 

belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja  kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Jawa tengah, yaitu hanya 12,450. Belanja 

kesehatan sebesar ini merupakan belanja kesehatan perkapita Tegal tahun 2016. 
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Tabel 4.1.9.  Deskripsi Input Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Kesehatan per kapita 
Jawa Timur min 106,451 155,168 34,647 166,909 192,702 247,364 226,198 
  max 1238,520 1425,287 1236,837 1685,508 1790,639 1799,144 1815,881 
Jawa tengah min 102,245 158,638 12,450 132,217 220,527 252,999 148,824 
  max 1450,912 1610,071 1242,739 2278,828 2527,118 2810,272 2448,750 
Jawa Barat min 102,187 130,785 0,195 86,958 175,641 192,386 241,951 
  max 896,807 1251,075 1402,679 1515,421 1557,134 1844,109 1905,097 
Banten min 151,790 157,972 26,190 144,885 259,025 224,254 199,983 
  max 618,598 492,124 540,161 567,310 869,667 703,044 650,973 
DKI Jakarta min 483,588 529,292 655,111 746,504 861,405 842,418 888,987 
  max 483,588 529,292 655,111 746,504 861,405 842,418 888,987 

DI Yogyakarta min 175,016 218,143 9,517 318,030 321,202 338,216 382,692 
  max 543,732 609,428 1699,901 698,083 896,913 938,918 957,259 
Bali min 138,609 152,951 21,724 145,845 165,739 176,516 87,854 
  max 392,379 473,469 577,688 533,467 580,521 574,308 426,190 

 
Belanja  Ekonomi Kawasan Jawa-Bali 

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 596,927. Angka tersebut 

merupakan belanja ekonomi perkapita Kabupaten Magelang Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2017.  

Tabel 4.1.10.  Deskripsi Input Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Ekonomi per kapita 
Jawa Timur min 48,751 65,175 7,957 53,949 8,313 10,908 8,430 
  max 460,197 447,820 522,339 558,954 553,555 617,834 461,510 
Jawa tengah min 58,724 65,554 7,073 41,334 64,183 56,597 40,316 
  max 453,480 425,928 329,259 596,927 557,649 803,652 516,411 
Jawa Barat min 56,060 52,143 14,462 17,110 22,956 20,072 14,542 
  max 288,056 287,633 348,571 433,697 426,290 500,308 361,245 
Banten min 32,917 37,707 15,077 44,599 45,624 54,612 35,110 
  max 206,649 248,271 231,252 376,493 343,001 274,107 211,748 
DKI Jakarta min 310,719 354,920 236,877 296,602 354,522 492,738 171,907 
  max 310,719 354,920 236,877 296,602 354,522 492,738 171,907 
DI Yogyakarta min 86,207 79,758 5,425 117,841 109,212 107,158 83,707 
  max 284,103 288,264 255,172 421,047 434,780 465,809 447,555 
Bali min 14,244 25,431 5,288 21,508 20,513 33,854 21,796 
  max 137,115 122,427 200,648 168,015 107,423 207,219 70,322 
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Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Bali, yaitu hanya 5,288. Belanja ekonomi 

sebesar 5,288 ini merupakan belanja ekonomi perkapita Tabanan tahun 2016. 

Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Jawa-Bali 

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 

di kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Bali, yaitu sebesar 1.678,746. Angka tersebut merupakan 

belanja perlindungan sosial perkapita dari Kabupaten Bangli Provinsi Bali Tahun 2016.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota 

terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di di DIY, yaitu hanya 1,198 

Belanja perlindungan sosial sebesar 1,198 ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita 

Gunung Kidul tahun 2016. 

Tabel 4.1.11.  Deskripsi Input Belanja Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa-Bali 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Perlindungan Sosial per kapita 
Jawa Timur min 5,173 8,679 1,460 9,630 11,244 5,144 3,289 
  max 179,741 187,318 191,488 292,526 319,509 309,350 254,607 
Jawa tengah min 5,684 7,925 1,611 11,062 13,693 13,024 11,622 
  max 63,913 62,458 93,566 90,929 100,653 106,250 108,473 
Jawa 
Barat 

min 8,006 7,964 1,899 2,592 2,870 5,517 5,327 

  max 47,424 53,007 43,378 208,068 54,003 62,457 56,180 
Banten min 9,035 10,032 1,874 11,710 12,505 11,645 9,659 
  max 99,383 69,343 76,915 96,412 104,379 90,479 75,897 
DKI Jakarta min 73,441 80,359 36,941 64,319 181,037 138,537 102,114 
  max 73,441 80,359 36,941 64,319 181,037 138,537 102,114 
DI 
Yogyakarta 

min 16,382 14,617 1,198 7,861 10,119 18,032 13,782 

  max 73,151 68,869 63,403 58,895 60,043 68,273 46,270 
Bali min 164,839 187,903 43,069 253,927 227,999 262,824 115,743 
  max 1381,734 806,385 1678,746 1660,520 1042,940 462,015 418,666 

 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Jawa-Bali 

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota  tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 di kawasan Jawa-Bali berada di Provinsi Bali, yaitu sebesar 8.828. Angka tersebut 
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merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita dari Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun 

2018.  

Sebaliknya, belanja perumahan dan fasum  perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten 

Subang. Dimana Kabupaten Subang pada tahun 2020 tercatat tidak melakukan belanja untuk 

perumahan dan fasum atau belanja perumahan dan fasum Kabupaten Subang tahun 2020 sebesar 

00,00. 

Tabel 4.1.12.   Deskripsi Input Belanja Perumahan & Fasilitas Umum Kabupaten/Kota di Kawasan 
Jawa-Bali 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Perumahan & Fasilitas Umum per kapita 
Jawa Timur min 67,920 78,966 11,970 75,287 3,259 3,784 7,045 
  max 665,744 760,207 1148,899 962,853 1018,447 1330,833 916,618 
Jawa tengah min 97,100 102,200 8,681 134,898 132,360 136,314 59,483 
  max 532,832 560,046 1066,270 718,672 806,482 744,524 586,014 
Jawa 
Barat 

min 55,524 59,088 2,115 59,548 63,639 116,915 0,000 

  max 421,122 481,902 719,842 605,231 496,206 511,535 390,332 
Banten min 92,733 114,073 44,786 67,673 63,011 79,800 18,491 
  max 680,481 539,249 777,742 782,612 1209,894 597,965 416,350 
DKI Jakarta min 608,107 701,839 1501,976 965,542 840,648 663,383 383,397 
  max 608,107 701,839 1501,976 965,542 840,648 663,383 383,397 
DI 
Yogyakarta 

min 100,730 117,509 1,090 199,687 161,223 186,610 52,138 

  max 331,997 331,212 446,098 410,179 361,853 457,784 285,523 
Bali min 763,393 895,694 1045,945 2151,713 1407,189 1623,782 1711,890 
  max 5435,812 5000,052 6606,540 8413,266 8828,711 4352,772 5675,351 

 

4.1.3. KALIMANTAN 

4.1.3.1 Output 

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan output yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kalimantan. Pergerakan 

pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan pada periode 2014-2020 masih didominasi oleh 

Kalimantan Tengah sebagai peraih nilai pertumbuhan tertinggi, meskipun pada tahun 2019 kondisi 

ekonomi memburuk karena adanya pandemic Covid-19 yang menghambat kegiatan ekonomi, 

namun penurunan pertumbuhan ekonominya masih lebih baik dibandingkan dengan daerah 
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lainnya di empat provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 

dan Kalimantan Utara. 

Grafik 4.1.15. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan   
Kalimantan tahun 2014-2020 

 

Kalimantan Utara merupakan Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota tertinggi pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan 

Kalimantan, yaitu mencapai 7,184 persen. pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 

2014 juga menjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Kalimantan. 

Kabupaten Nunukan dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 9,98 persen yang 

menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan 

Utara pada tahun 2014. 

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara sebesar 8,16 persen. Hampir 

semua sektor ekonomi di Kalimantan Utara tahun 2013 mengalami percepatan pertumbuhan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2013 – 2014 PDRB di Provinsi Kalimantan 

Utara cenderung meningkat , dengan nilai tertinggi di Kota Tarakan, yang berkontribusi sebesar 

43,80 persen untuk perekonomian Kalimantan utara (Bappenas) 

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota setiap provinsi di kawasan 

kalimantan mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Provinsi Kalimantan Timur  menjadi 

provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terpuruk pada tahun 2020, yaitu mencapai -2,381. Pandemi 
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Covid-19 menjadi akar permasalahan terjadinya kemerosotan di berbagai bidang, khususnya 

bidang ekonomi. Dimana dampak Covid-19 ini hampir dirasakan oleh seluruh negara didunia. 

Lebih lanjut, kondisi kemiskinan di Kabupaten/Kota pada kawasan Kalimantan secara 

umum menunjukkan tren penurunan bahkan ketika dimasa pandemi covid-19 berlangsung. 

Namun, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan pada tingkat kemiskinannya. Pada tahun 

2014, tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menyentuh angka 

9,616. hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi di kawasan kalimantan dan juga merupakan tingkat kemiskinan tertinggi 

sepanjangn tahun 2014-2020. Bulungan adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di 

Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, yaitu sebesar 11,87 persen.  

Grafik 4.1.16. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan  
Kalimantan tahun 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilain hal, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah 

sepanjang tahun 2014-2020 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan kalimantan, 

dimana tingkat kemiskinan terendah berada pada tahun 2020 sebesar 4,584 persen. Kabupaten 

Banjar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi Kalimantan Selatan 

pada tahun 2020, yaitu  sebesar 2,55 persen. 

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena 

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah garis kemiskinan.  
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Tabel 4.1.13. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan 
Terendah di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020  

Provinsi   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pertumbuhan Ekonomi 

Kalteng Min 4,200 5,160 5,120 5,180 5,120 4,960 -3,250 
  Max 7,370 7,710 7,930 7,940 7,140 7,210 3,360 
Kaltim Min -3,230 -7,170 -4,980 0,550 -4,080 -2,160 -4,440 
  Max 0,686 5,940 4,920 4,290 5,400 7,990 -0,260 
Kalsel Min 3,190 2,410 2,620 2,920 3,130 3,170 -2,620 
  Max 6,680 6,910 6,940 6,960 6,900 6,920 -0,670 
Kalbar Min 2,760 3,680 4,750 5,493 4,480 3,850 -3,970 
  Max 6,620 6,350 7,970 7,210 7,830 6,720 0,700 
Kaltara Min 4,290 0,880 1,100 3,940 3,570 4,330 -0,960 
  Max 9,980 4,890 5,930 7,960 7,500 7,630 -0,620 

Tingkat Kemiskinan 
Kalteng Min 3,810 3,910 3,730 3,360 3,150 3,010 3,090 
  Max 8,550 8,500 8,080 7,460 7,430 7,190 6,850 
Kaltim Min 2,460 2,910 2,810 2,820 2,640 2,420 2,570 
  Max 7,093 10,500 10,650 11,290 11,620 11,250 11,440 
Kalsel Min 2,870 3,260 3,100 2,960 2,700 2,720 2,550 
  Max 7,000 7,070 6,760 6,650 6,380 6,500 6,140 
Kalbar Min 4,470 4,570 4,510 8,167 4,520 4,570 4,420 
  Max 13,710 13,510 12,630 12,540 12,830 12,380 12,040 
Kaltara Min 7,900 5,110 5,170 6,220 5,080 4,720 4,810 
  Max 11,870 8,500 8,990 9,930 9,440 8,780 9,060 

 

Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kalimantan 

Pada tahun 2016 , pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Kalimantan 

berada di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan sebesar persen 

7,970 dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lain di kawasan Kalimantan sepanjang tahun 2014-2020. 

Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Kutai 

Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar -7,170. Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten tahun 2015  menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Kalimantan 

sepanjang tahun 2014-2020. 
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Tingkat Kemiskinan Kawasan Kalimantan 

Mempawah merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tingkat 

kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Kalimantan sepanjang 

tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 13,710  persen pada tahun 2014. Sebaliknya 

Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika 

dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Kalimantan sepanjang tahun 2014-2020, yaitu 

sebesar 2,420 persen di tahun 2019. 

4.1.3.2 Input 

Variasi belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kalimantan untuk belanja 

di lima bidang tergolong beragam. Belanja bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan menjadi 

prioritas utama untuk sebagian besar pemerintah daerah. 

Grafik 4.1.17 Belanja Pendidikan 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Kalimantan Tahun 2014-
2020 

Grafik 4.1.18 Belanja Kesehatan 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Kalimantan Tahun 2014-
2020 

Grafik 4.1.19 Belanja Ekonomi 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Kalimantan Tahun 2014-
2020 

 
Grafik 4.1.20 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Kalimantan Tahun 2014-2020 

 
Grafik 4.1.21 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Kalimantan Tahun 2014-2020 
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Tabel 4.1.14.  Deskripsi Input di Setiap Provinsi Kawasan Kalimantan tahun 2014-2020  

Provinsi   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Belanja Pendidikan Perkapita 

Kalteng Min 729,416 874,848 146,306 916,737 913,182 1020,219 926,572 
  Max 2239,921 2510,948 2570,268 4224,382 2486,166 2423,657 2369,175 
Kaltim Min 927,962 1159,511 547,528 799,258 782,523 827,158 738,511 
  Max 2232,032 5115,185 7980,648 4810,398 4570,012 5358,133 7629,057 
Kalsel Min 779,631 814,779 15,887 713,604 683,579 716,819 664,724 
  Max 1419,213 1828,784 1958,552 2029,358 2070,965 2048,911 2153,506 
Kalbar Min 3,732 737,748 186,825 1040,999 781,300 738,262 642,134 

  Max 1230,654 1364,819 1404,436 1566,939 1610,188 1709,229 1498,025 
Kaltara Min 1590,151 1014,223 662,108 911,608 904,708 919,158 972,021 
  Max 7927,590 5423,491 8250,685 5847,936 3095,360 3807,030 2793,176 

Belanja Kesehatan Perkapita 
Kalteng Min 208,640 306,056 116,332 369,585 405,138 376,747 497,286 
  Max 951,489 1288,747 1385,364 2186,510 1773,173 1875,943 1756,261 
Kaltim Min 283,794 398,449 178,016 309,409 390,745 411,724 367,897 
  Max 1376,638 4352,997 3687,117 4497,331 4089,480 5831,331 5577,358 

Kalsel Min 203,448 271,482 7,837 239,643 294,195 464,795 443,781 
  Max 749,480 1010,161 1000,533 1178,963 1195,521 1488,616 1659,222 
Kalbar Min 135,071 200,263 79,343 562,345 206,887 310,636 249,697 
  Max 638,280 689,231 795,461 867,858 1003,616 1101,373 1406,546 
Kaltara Min 707,304 346,179 444,851 237,739 260,643 291,288 441,076 
  Max 3627,157 2558,923 2377,984 2924,294 2396,473 2715,895 2900,120 

Belanja Ekonomi Perkapita 
Kalteng Min 279,271 276,961 79,727 224,578 212,822 232,630 126,273 

  Max 1882,697 1337,823 1804,920 1340,312 1310,075 808,982 694,582 
Kaltim Min 224,258 257,788 168,914 192,371 222,888 224,754 175,207 
  Max 986,651 3117,697 4106,469 2813,137 3879,960 3928,217 3742,293 
Kalsel Min 114,100 105,092 2,980 94,258 98,048 120,113 118,253 
  Max 550,483 646,438 664,013 919,377 927,167 945,444 841,704 
Kalbar Min 49,518 113,057 88,356 309,130 130,417 139,846 101,821 
  Max 672,694 572,441 755,889 596,118 976,400 1064,138 892,752 
Kaltara Min 645,855 274,680 64,481 255,315 245,723 203,817 195,785 

  Max 3523,629 2143,066 3174,260 907,969 850,349 930,525 619,263 
Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 

Kalteng Min 29,841 45,802 13,027 54,128 48,617 48,062 25,389 
  Max 194,177 212,636 188,759 246,192 195,403 219,858 183,964 

Kaltim Min 29,873 42,348 21,055 33,286 35,354 43,114 37,015 
  Max 190,189 690,065 484,725 758,204 815,218 859,494 725,724 
Kalsel Min 25,747 35,029 1,042 34,312 35,209 41,508 35,222 
  Max 90,694 116,097 123,482 111,689 129,455 161,353 132,806 
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Provinsi   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 

Kalbar Min 4,418 29,167 7,785 42,826 11,455 21,728 18,844 
  Max 64,726 67,092 79,469 81,848 91,287 88,959 69,572 

Kaltara Min 133,709 62,927 57,268 59,423 54,573 51,784 62,489 
  Max 640,967 423,636 298,037 222,493 207,711 196,713 246,611 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita 
Kalteng Min 317,660 366,097 417,449 298,398 333,097 480,068 272,637 
  Max 3406,089 3736,823 5440,943 7777,692 3154,881 2161,199 1414,766 
Kaltim Min 1566,506 952,435 206,004 462,506 631,505 881,510 545,371 
  Max 3213,775 10787,116 23268,509 11977,710 12707,763 11162,318 13107,034 
Kalsel Min 282,774 322,606 1,332 288,176 252,397 404,340 169,750 
  Max 1380,847 1872,804 2314,157 2187,985 1684,160 1943,346 1409,867 

Kalbar Min 10,060 249,618 179,109 815,996 102,977 103,133 169,765 
  Max 1166,409 1156,610 1897,365 1658,855 1351,016 1081,305 876,847 
Kaltara Min 1411,642 705,831 631,053 707,266 819,562 411,321 434,200 
  Max 14278,088 9653,266 17632,304 8522,911 3864,166 3487,606 2995,641 

 

Belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan perkapita, dan belanja ekonomi 

perkapita pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara selalu berada di peringkat pertama atau 

dalam artian belanja untuk ke 3 fungsi selalu menunjukkan nilai tertinggi jika di bandingkan 

dengan provinsi lain di kawasan Kalimatan sepanjang tahun 214-2020. Begitu juga 2 fungsi 

lainnya, yaitu belanja perlindungan sosial perkapita dan belanja perumahan & fasilitas umum 

perkapita pada tahun 2014 tercatat paling tinggi nilainya berada di Provinsi Kalimantan Utara. 

Alokasi dan realisasi belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 s.d. 2020. Relatif tingginya pagu 

dan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan menunjukkan bahwa fokus pemerintah daerah pada 

periode tersebut adalah untuk meningkatan kualitas pendidikan yang diantaranya dengan 

pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan di sekolah (DJPb 

Kaltara, 2021). 

Besaran belanja pemerintah untuk layanan pokok berupa pendidikan, kesehatan, 

perlindungan sosial, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum di Kabupaten/Kota di Kawasan 

Kalimantan memperlihatkan komposisi yang semakin bertambah porsinya. Untuk bidang 

Pendidikan, Batasan perundangan memberikan mandat untuk mengalokasikan minimal 20 persen 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara untuk bidang Kesehatan, 
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minimal belanja pemerintah sebesar 5 persen dari APBD. Belanja pemerintah bidang perlindungan 

sosial minimal alokasi adalah sebesar 10 persen dari APBD. 

 

Belanja Pendidikan Kawasan Kalimantan 

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan kalimantan berada di Kalimantan Utara, yaitu sebesar 8.250,685. Angka tersebut 

merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja pendidikan perkapita perkapita kabupaten/kota 

terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu 

hanya 15,887. Belanja pendidikan sebesar 15,887 ini merupakan belanja pendidikan perkapita dari 

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. 

Belanja Kesehatan Kawasan Kalimantan 

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota  tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan kalimantan berada di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 5.832,331. Angka tersebut 

merupakan belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2019.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu hanya 17,837. 

Belanja kesehatan sebesar 17,837 ini merupakan belanja kesehatan perkapita Banjarmasin tahun 

2016. 

Belanja  Ekonomi Kawasan Kalimantan 

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan kalimantan berada di Kalimantan Timur, yaitu sebesar. 4.106,469 Angka tersebut 

merupakan belanja ekonomi perkapita dari Kabupaten  Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan  Timur 

Tahun 2016.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja  ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu  hanya 2,980. 

Belanja ekonomi sebesar 2,980 ini merupakan belanja ekonomi perkapita Banjarmasin tahun 2016. 
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Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Kalimantan 

Belanja perlidungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 

di kawasan kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 859,494. Angka 

tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan  Timur 

Tahun 2019.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja  perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota 

terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan, yaitu hanya 

1,042. Belanja perlindungan sosial sebesar 1,042 ini merupakan belanja perlindungan sosial 

perkapita Banjarmasin tahun 2016. 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Kalimantan 

Belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 di kawasan kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 14.278,088. 

Angka tersebut merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2014.  

Sebaliknya, pada tahun 2016, belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota 

terendah pada kawasan Jawa-Bali sepenjang tahun 2014-2020 ada di Kalimantan Selatan, yaitu 

hanya 1,332. Belanja perumahan dan fasum perkapita sebesar 1,332 ini merupakan belanja 

perumahan dan fasum perkapita Banjarmasin tahun 2016. 

Dari semua Provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin untuk 

4 jenis belanja pemerintah (ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, dan perumahan & fasilitas 

umum) selalu berada di angka paling rendah. Sebaliknya, Kalimantan Timur, khususnya Mahakam 

Ulu memiliki porsi belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi tertinggi sepanjang tahun 

2014-2020. 

4.1.4. PAPUA 

4.1.4.1. Output 

Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tahun 2014 paling 

tinggi sepanjang 2014-2020 dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di kawasan Papua, yaitu 

sebesar 7,815 persen. Kabupaten Deiyai dengan  pertumbuhan ekonominya mencapai 11,52 
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menjadikannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Papua tahun 

2014. 

Grafik 4.1.22. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Papua Tahun 2014-2020  

 

Sebaliknya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat merosot sampai 

menyentuh angka -1,932 persen. Tidak bisa dipungkiri pada tahun 2020 seluruh provinsi di 

kawasan Papua mengalami kemerosotan yang tajam. Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten 

dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Papua Barat tahun 2020, yaitu sebesar -4,86. 

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), secara umum 

pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat selama tahun 2020 memiliki pola yang hampir sama 

dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, Papua mengalami kontraksi ekonomi 

sebesar -15,72 persen, disebabkan oleh turunnya produksi Pertambangan dan Penggalian sebesar 

43,21 persen yang mengakibatkan turunnya Ekspor Luar Negeri sebesar 69,10 persen.  

Pertumbuhan ekonomi Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan. Disini terlihat, 

jika disertakan sektor pertambangan maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua hanya 2,74%, 

akibat adanya tekanan di tahun 2019. Sedangkan tanpa sektor pertambangan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Papua mencapai 6,36% per tahun, yang cenderung juga melambat tapi masih dikisaran 

positip yang cukup tinggi. 
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Struktur ekonomi Papua dikuasai oleh sektor-sektor yang ekstratif. Khususnya sektor 

pertambangan yang menguasai sepertiga PDRB wilayah Papua yaitu 39,55% per tahun, dan sektor 

pertanian sebesar 11,32% per tahun selama periode 2014-2019. 

Perekonomian Papua terkonsentrasi. Kabupaten Mimika, Jayapura, Merauke dan Kota 

Jayapura memiliki andil yang paling besar terhadap total PDRB se Papua, keempatnya kurang 

lebih 65,33% jika dengan sektor tambang, dan 54,37% tanpa sektor tambang. Adanya konsentrasi 

ekonomi tersebut juga mengindikasikan telah terjadi Aglomerasi Ekonomi di Papua (Bappeda 

Prov Papua, 2020). 

Provinsi Papua meski sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, namun belum 

mampu mendongkrak wilayah ini keluar dari angka kemiskinan yang relative tinggi disbanding 

dengan Provinsi lainnya di Indosesia. Provinsi Papua  jika dilihat dari grafik 4.1.23, merupakan 

provinsi dengan tingkat kemiskinan rata-rata Kabupaten/Kota tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di kawasan Papua, yaitu sebesar 

30,056 persen pada tahun 2016. Deiyai merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi 

di Papua tahun 2016, yaitu sampai menyentuh angka 45,11 persen. 

Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata tingkat kemiskinan paling rendah jika 

dibandingkan Provinsi lain di Kawasan Papua, yaitu sebesar 24,788 persen. Kabupaten Sorong 

menjadi kabuaten dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2020 di Papua Barat, yaitu 

sebesar 14,99. 

Grafik 4.1.23. Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Papua Tahun 2014-2020  
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Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Papua dan Papua 

Barat menduduki urutan pertama dan kedua provinsi dengan angka kemiskinan maupun 

kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Namun demikian, provinsi yang memiliki jumlah 

penduduk miskin maupun miskin ekstrem terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa 

Tengah, dan Jawa Barat. Kondisi kemiskinan di Papua dan Papua Barat ini diperparah dengan 

tingginya tingkat ketimpangan (rasio gini) yang melebihi angka nasional. Memperhatikan sebaran 

lokasi tempat tinggal, 95 persen penduduk miskin di Papua dan 88 persen penduduk miskin di 

Papua Barat tinggal di daerah perdesaan.  

Mayoritas penduduk miskin di Papua dan Papua Barat bekerja di sektor pertanian. Proporsi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan penduduk miskin di Papua dan Papua Barat lebih besar 

daripada penduduk tidak miskin. Kemiskinan di Papua cenderung menurun. Selama periode 2014-

2019 misalkan rata-rata mengalami penurunan -0.05% per tahun, sehingga di tahun 2019 tingkat 

kemiskinan di Papua tercatat 27,53%, dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 540,10 ribu. 

Kesenjangan Terhadap Garis Kemiskinan (P1) dan Ketimpangan Pengeluaran (P2) Semakin 

Mengecil. Meskipun garis kemiskinan cenderung meningkat, namun berkat adanya berbagai 

kebijakan pro poor and equity, pemerintah Papua berhasil menekan kesenjangan P1 hingga 

menurun -0,41% per tahun, dan ketimpangan P2 sebesar -0,30% selama tahun 2014-2019. 

Sebagian besar kantong kemiskinan Papua berada di daerah pegunungan yang sulit akses. 

Minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar menjadi penyebab utama kantong kemiskinan 

paling banyak di daerah-daerah pegunungan, dimana tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 

di Kabupaten Deyiai sebesar 43,65% dan Intan Jaya sebesar 42,92% (Bappeda Prov Papua, 2020). 

Tabel 4.1.15.  Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-2020  
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Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Papua berada di Kabupaten 

Mimika Provinsi Papua dengan pertumbuhan sebesar 13,520 persen pada tahun 2016 dan juga 

merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di 

kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020. 

Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Mimika 

Provinsi Papua tahun 2019 sebesar -38,520. Pertumbuhan ekonomi Mimika tahun 2020 menjadi 

pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020. 

Tingkat Kemiskinan Kawasan Papua 

 Deiyai merupakan kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 

jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020, yaitu 

sampai menyentuh angka 45,740 persen di tahun 2015. Sebaliknya Kabupaten Merauke Provinsi 

Papua pada tahun 2020 memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan kabupaten/kota 

lain di Kawasan Papua sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 10,030 persen. 

4.1.4.2 Input 

Belanja pada Lima bidang pilihan yaitu belanja Pendidikan, belanja Kesehatan, belanja 

ekonomi, belanja perlindungan sosial, dan belanja perumahan dan fasilitas umum merupakan 

kegiatan pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dasar untuk masyarakat. 

Dengan alokasi pembiayaan di bidang ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini dikarenakan belanja di lima bidang ini merupakan komponen penting untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan produktivitas dan 

kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan daya saing daerah. 

Grafik 4.1.24 hingga 4.1.28 menunjukkan variabel input dalam bentuk belanja pemerintah 

perkapita, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, belanja perlindungan 

sosial,dan belanja perumahan dan Fasilitas umum. Dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa 

Papua Barat memiliki rata-rata belanja pemerintah yang tinggi untuk 5 jenis belanja pemerintah 

tersebut. 
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Grafik.4.1.24 Belanja Pendidikan 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Papua 
Tahun 2014-2020 

 
Grafik 4.1.25 Belanja Kesehatan 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Papua 
Tahun 2014-2020 

 
Grafik 4.1.26 Belanja Ekonomi 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Papua Tahun 2014-
2020 

 

Grafik 4.1.27 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Papua 2014-2020 

 

Grafik 4.1.28 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Papua Tahun 2014-2020 

 

Selanjutnya, diuraikan secara lebih spesifik besaran dari belanja pemerintah Kabupaten/Kota 

di Kawasan Papua. Angka yang tertera pada tabel 4.1.16 memperlihatkan besaran anggaran yang 

dilaokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah pada klasifikasi belanja bidang. Secara 

umum, setiap tahunnya terjadi penambahan anggaran untuk setiap belanja yang dialokasikan 

secara proporsional di kelima bidang pengeluaran pemerintah tersebut.  
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Tabel 4.1.16.  Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Papua tahun 2014-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Pendidikan Kawasan Papua 

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Papua berada di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8995,733. Angka tersebut merupakan 

belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Tambrauw pada tahun 2019.  

Sebaliknya, belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua 

sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua barat pada tahun 2016, yaitu hanya yang 193,153. 

Belanja pendidikan sebesar ini merupakan belanja pendidikan perkapita Kabupaten Kaimana 

tahun 2016. 

Belanja Kesehatan Kawasan Papua 

Belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Papua berada di Papua Barat, yaitu sebesar 9488,1. Angka tersebut merupakan belanja 

kesehatan perkapita dari Kabupaten Tambrauw pada tahun 2019.  
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Sebaliknya,  belanja  kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua 

sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua Barat pada tahun 2016, yaitu hanya 99,202. Belanja 

kesehatan sebesar ini merupakan belanja kesehatan perkapita Kabupaten Kaimana. 

 
Belanja  Ekonomi Kawasan Papua 

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Papua berada di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8178,852. Angka tersebut merupakan 

belanja ekonomi perkapita dari Kabupaten Tambrauw pada tahun 2016.  

Sebaliknya, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Papua 

sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua Barat pada tahun 2016, yaitu hanya 80,951. Belanja 

ekonomi sebesar ini merupakan belanja ekonomi perkapita Kaimana tahun 2016. 

 
Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Papua 

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 

di kawasan Papua berada di Provinsi Papua, yaitu sebesar 3255,933 pada tahun 2016-2019. Angka 

tersebut merupakan belanja perlindungan sosial perkapita dari Kabupaten Mamberamray Provinsi 

tahun 2016-2019.  

Sebaliknya, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua Barat, yaitu hanya 25,9 Belanja perlindungan 

sosial sebesar ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita Kaimana tahun 2016. 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Papua 

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota  tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 di kawasan Papua berada di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 18407,28. Angka tersebut 

merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita dari Kabupaten Tambrauw tahun 2016.  

Sebaliknya, belanja perumahan dan fasum  perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Papua tahun 2019-2020, yaitu Kabupaten 

mimika dan Paniai. Dimana pada 2 Kabupaten ini tercatat tidak melakukan belanja untuk 

perumahan dan fasum atau sebesar 00,00. 
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4.1.5. MALUKU 

4.1.4.1. Output 

Capaian pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat kemiskinan. Dua indikator ini merupakan cerminan penting dari proses pembangunan yang 

dilakukan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan 

adanya kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. 

Sementara kemiskinan memperlihatkan kondisi individua tau rumah tangga yang mengalami 

kesulitan dalam memenuhi standar kebutuhan hidup dasar. Kemiskinan dapat menjadi hambatan 

sosial karena akan mendorong terjadinya tindak kejahatan dan adanya Batasan dalam interaksi dan 

komunikasi antara masyarakat golongan atas dan bawah akibat adanya stratifikasi sosial yang 

muncul. 

Maluku Utara merupakan Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota tertinggi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan 

Maluku, yaitu mencapai 7,64 persen. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2018 

menjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di kawasan Maluku. Kabupaten 

Halmahera Selatan dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 15,44 persen yang menjadikannya 

sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Maluku Utara pada tahun 

2018. 

 

Grafik 4.1.29 Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Maluku Tahun 2014-2020. 
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Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota setiap provinsi di kawasan 

Maluku mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan 

pertumbuhan ekonomi terpuruk pada tahun 2020, yaitu mencapai –0,29. Ambon menjadi 

Kabupaten dengan Pertumbuhan Ekonomi rata-rata terendah di Provinsi Maluku pada tahun 2020, 

yaitu sebesar -1,95. Pandemi Covid-19 menjadi akar permasalahan terjadinya kemerosotan di 

berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Dimana dampak Covid-19 ini hampir dirasakan oleh 

seluruh negara didunia. 

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi masyarakat, 

sehingga menyebabkan penurunan PDRB di Provinsi Maluku di tahun 2020 dibandingkan dengan 

tahun 2019. Namun demikian, dengan adanya Program PEN dari pemerintah pusat, PDRB 

Provinsi Maluku semakin meningkat pada tiap triwulan. Data pertumbuhan ekonomi disajikan 

dalam laju pertumbuhan PDRB, nominal PDRB dan PDRB perkapita. Berikut adalah data dan 

analisis realisasi PDRB di Provinsi Maluku pada tahun 2020. 

Adanya penurunan hasil produksi di Provinsi Maluku akibat pandemi COVID-19 selama 

tahun 2020, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2019 saat kondisi normal, realisasi 

PDRB Provinsi Maluku di tahun 2020 mengalami penurunan. Selain itu, kondisi ini juga jauh dari 

target yang telah ditetapkanndalam RPJMD Maluku sebesar 6,43% (DJPb Maluku, 2020). Tingkat 

konsumsi masyarakat selalu menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi baik pada 

tingkat nasional maupun regional (DPJb Maluku Utara, 2020). 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Kawasan Maluku relatif tidak banyak 

mengalami perubahan, bahkan di tahun 2020 malah mengalami penurunan untuk wilayah Maluku 

Utara. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Maluku 

menyentuh angka 22,71. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku sebagai provinsi dengan 

tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan Maluku dan juga merupakan tingkat kemiskinan tertinggi 

sepanjang tahun 2014-2020. Maluku Barat Daya adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan 

tertinggi di Provinsi Maluku pada tahun 2016, yaitu sebesar 31,01 persen.  

Dilain hal, Provinsi Maluku Utara memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah sepanjang 

tahun 2014-2020 jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Maluku, dimana tingkat 

kemiskinan terendah berada pada tahun 2020 sebesar 7,96 persen. Kabupaten Ternate sebagai 

kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi Maluku Utara pada tahun 2020, yaitu  

sebesar 3,46 persen. 
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Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena 

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah garis kemiskinan. Menurut Ekonom Provinsi Maluku, salah satu faktor dalamnya tingkat 

kemiskinan di Provinsi Maluku adalah karena barang yang dijual sebagian besar adalah barang 

mentah sehingga untung yang didapat kecil dan sulit untuk berproduksi secara kontinu. 

Selain itu, penyebab tingginya kemiskinan di Provinsi Maluku antara lain karena 

Perekonomian Maluku masih mengandalkan APBN dan APBD sebagai pendorong utama, 

infrastruktur yang belum memadai, konektivitas antar pulau yang belum baik, dan investasi yang 

rendah. Selain itu, kebijkanan penutupan beberapa jalur transportasi menyebabkan warga desa 

kesulitan untuk menjual hasil kebun dan hasil tangkapan ikan. Pemerintah Daerah di Provinsi 

Malukutelah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya dengan 

optimalisasi pelaksanaan program PEN di Provinsi Maluku, memberikan pinjaman dengan bunga 

rendah melalui Bank MalukuMalut dengan sasaran utama ASN dan UMKM, serta dengan 

pembentukan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Maluku (DJPb Prov Maluku, 2020). 

Tabel 4.1.17.  Satistik Deskriptif Output di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tipologinya, selama periode 3 tahun terakhir (2017-2019) tingkat kemiskinan 

Provinsi Maluku Utara di pedesaan mencapai kisaran 7 persen, dan tingkat kemiskinan di 

perkotaan pada kisaran 3 sampai 5 persen. Per September 2020, tingkat kemiskinan di perkotaan 
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dan perdesaan naik dibandingkan periode sebelumnya. Melihat kondisi itu, seharusnya program 

Dana Desa dapat digunakan di wilayah pedesaan dalam rangka investasi ekonomi yang bersifat 

produktif maupun investasi manusia di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan 

sosial lainnya. Selain itu, pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintah daerah harus 

bermula dari pedesaan untuk menstimulus kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran 

Dana Desa (DPJb Maluku Utara, 2020). 

Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Maluku 

Pada tahun 2020 , pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Maluku 

berada di Kabupaten Halmahera Teng Provinsi Maluku Utara dengan pertumbuhan sebesar 31,32 

persen dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tetinggi jika dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lain di kawasan Maluku Utara sepanjang tahun 2014-2020. 

Sebaliknya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten 

Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tahun 2015 sebesar -9,66. Pertumbuhan ekonomi tahun 

2014 ini  menjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kawasan Maluku sepanjang tahun 2014-

2020. 

Tingkat Kemiskinan Kawasan Maluku 

Maluku Barat Daya merupakan kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki tingkat 

kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Maluku sepanjang tahun 

2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 31,58  persen pada tahun 2015. Sebaliknya Ternate 

Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika dibandingkan 

kabupaten/kota lain di Kawasan Maluku sepanjang tahun 2014-2020, yaitu sebesar 2,67 persen di 

tahun 2016. 

4.1.4.1. Input 

Belanja pendidikan per kapita, belanja kesehatan perkapita, dan Perumhan dan Fasilitas 

Umum perkapita di Provinsi Maluku Utara selalu berada di peringkat pertama atau dalam artian 

belanja untuk ke 3 fungsi selalu menunjukkan nilai tertinggi jika di bandingkan dengan provinsi 

lain di kawasan Kalimatan sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya 2 fungsi lainnya, yaitu belanja 

Ekonomi dan Perlindungan sosial perkapita tertinggi berada di Provinsi Maluku. 
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Grafik 4.1.30 Belanja Pendidikan 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Maluku Tahun 2014-
2020 

 
Grafik 4.1.31 Belanja Kesehatan 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 

 
Grafik 4.1.32 Belanja Ekonomi 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Maluku 
Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.33 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Maluku Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.34 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Maluku Tahun 2014-2020 
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Tabel 4.1.18.  Satistik Deskriptif Input di Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Pendidikan Kawasan Maluku 

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Maluku berada di Maluku Utara, yaitu sebesar 2789,98. Angka tersebut merupakan 

belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Halmahera Teng tahun 2020.  

Sebaliknya, belanja pendidikan perkapita perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

Maluku sepenjang tahun 2014-2020 ada di Maluku Utara, yaitu hanya 170,33. Belanja pendidikan 

sebesar ini merupakan belanja pendidikan perkapita dari Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016. 
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Belanja Kesehatan Kawasan Maluku 

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota  tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 2603,01. Angka tersebut merupakan 

belanja kesehatan perkapita dari Kabupaten Burusel tahun 2018.  

Sebaliknya, belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Maluku 

sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Maluku, yaitu hanya 128,30. Belanja kesehatan sebesar 

ini merupakan belanja kesehatan perkapita Ambon tahun 2014. 

Belanja  Ekonomi Kawasan Maluku 

Belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 1605,38. Angka tersebut merupakan 

belanja ekonomi perkapita dari Kabupaten  Burusel tahun 2016.  

Sebaliknya, belanja  ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Maluku 

sepenjang tahun 2014-2020 ada di Maluku Utara, yaitu  hanya 55,94. Belanja ekonomi sebesar ini 

merupakan belanja ekonomi perkapita Halmahera Utara tahun 2016. 

Belanja Perlindungan Sosial Kawasan Maluku 

Belanja perlidungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 

di kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 453,16. Angka tersebut 

merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Pulau Morontai tahun 2020.  

Sebaliknya, belanja  perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

Maluku sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Maluku, yaitu hanya 21,28. Belanja 

perlindungan sosial sebesar ini merupakan belanja perlindungan sosial perkapita Serambangbar 

tahun 2016. 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Kawasan Maluku 

Belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 di kawasan Maluku berada di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 3467. Angka tersebut 

merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Pulau Tallabu tahun 2018.  

Sebaliknya, belanja Perumahan dan Fasum perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Papua sepenjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi Maluku, yaitu hanya 170,33. Belanja 
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perumahan dan fasum perkapita sebesar ini merupakan belanja perumahan dan fasum perkapita 

Kabupaten Serambagbar tahun 2016. 

4.1.5. NUSA TENGGARA 

4.1.5.1. Output 

 Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kawasan Nusa Tenggara 

Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Nusa Tenggara 

sepanjang tahun 2014-2020 terdapat di Provinsi NTB tahun 2015, yaitu sebesar 16,25 persen. 

Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB 

pada tahun 2015, yaitu sebesar 107,07 persen. 

Sebaliknya NTB pada tahun 2020 menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rata-

rata kabupaten/kota terendah di kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020, yaitu 

menyentuh angka -1,68 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah di 

Provinsi NTB berada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebesar -7,44 persen.  

Grafik 4.1.35 Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020. 

 

 

Pandemi yang mulai terjadi di akhir Maret 2020 berimbas pada beberapa lapangan usaha, 

utamanya yang berbasis pariwisata. Bantuan sosial yang telah digulirkan pemerintah dengan 

berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nyatanya belum mampu mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020. Belajar dari kondisi pada tahun 2018, resesi yang terjadi 
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nyatanya tidak mengakibatkan Provinsi NTB terpuruk walaupun latar belakang resesi kala itu 

didominasi oleh melemahnya pertambangan. Pada resesi 2020, pertambangan justru menggeliat 

dan membantu NTB dari resesi yang lebih dalam (DJPb NTB,2020). 

 

 Tingkat Kemiskinan Rata-Rata di Kawasan Nusa Tenggara 

Tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

Kawasan Nusa Tenggara terdapat di Provinsi NTT, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 23,31 

persen pada tahun 2015. Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi NTB pada tahun  2020, 

dimana tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kotanya hanya 14,04 persen. Kota Bima menjadi 

Kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi NTB pada tahun 2020, yaitu sebesar 8,35 

persen. 

Grafik 4.1.36.   Tingkat Kemiskinan Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di  Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

 

 
Secara umum, Provinsi NTT berada pada posisi ke 3 terbanyak persentase penduduk 

miskinnya sedangkan NTB berada pada urutan ke 8. Adapun Provinsi Bali menempati posisi 

penduduk miskin terendah di Bali-Nusra maupun Indonesia. Seluruh provinsi terdampak pandemi 

Covid-19, dan bantuan sosial menjadi jurus jitu untuk membantu menekan laju kemiskinan (DJPb 

NTB, 2020). 
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Tabel 4.1.19.  Statistik Deskriptif Output Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara 

 

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Nusa Tenggara 

Pada tahun 2015 , pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di kawasan Nusa 

Tenggara berada di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB dengan pertumbuhan sebesar 107,07 

persen dan  juga merupakan pertumbuhan ekonomi rata-rata tetinggi jika dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lain di kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020. Sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebesar -34,57. 

 
Tingkat Kemiskinan di Kawasan Nusa Tenggara 

Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten di Provinsi NTT yang memiliki tingkat 

kemiskinan tertinggi jika di bandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Nusa Tenggara sepanjang 

tahun 2014-2020, yaitu sampai menyentuh angka 36,55 persen pada tahun 2016. Sebaliknya 

Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT yang memiliki tingkat kemiskinan terendah jika 

dibandingkan kabupaten/kota lain di Kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020, yaitu 

sebesar 7,83 persen di tahun 2014. 

4.1.5.2. Input 

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui 

kebijakan anggaran atau belanja pemerintah. Input yang digunakan meliputi lima bidang belanja 

yang mengarah secara langsung pada pelayanan masyarakat. Aspek belanja pemerintah pada lima 

bidang dasar ini ditargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NTB min -1,31 4,87 5,19 -19,41 -34,57 -1,17 -7,44
max 8,1 107,07 8,01 8,07 4,95 5,88 28,78

NTT min 4,02 4,39 4,45 4,49 4,74 4,31 -2,05
max 6,81 6,63 6,74 6,83 6,59 6,03 0,97

NTB min 9,74 9,85 9,51 9,27 8,79 8,6 8,35
max 34,27 34,13 33,21 32,06 28,83 29,03 26,99

NTT min 7,83 9,66 9,97 9,81 9,61 9,22 8,96
max 31,4 36,22 36,55 36,01 34,85 34,62 34,49

Tingkat Kemiskinan

Provinsi
Pertumbuhan ekonomi
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Kawasan Nusa Tenggara. Secara komposisi belanja di kelima bidang bervariasi dengan dominasi 

belanja yang lebih besar untuk belanja Perumahan & Fasilitas Umum. 

 

 

Grafik 4.1.37 Belanja Pendidikan 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota 
Setiap Provinsi di Kawasan Nusa 
Tenggara Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.38 Belanja 
Kesehatan Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi 
di Kawasan Nusa Tenggara 
Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.39 Belanja Ekonomi 
Perkapita Rata-Rata 
Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Nusa Tenggara Tahun 
2014-2020 

 

Grafik 4.1.40 Belanja Perlindungan Sosial Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

 

Grafik 4.1.41 Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Nusa Tenggara Tahun 2014-2020 

 

Belanja Pendidikan Perkapita Kawasan Nusa Tenggara 

Belanja pendidikan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Nusa Tenggara berada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 1526,62. Angka tersebut 

merupakan belanja perkapita dari Kabupaten Sumba Barat tahun 2018.  

Sebaliknya, belanja  perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara 

sepanjang tahun 2014-2020 ada di NTT, tepatnya di Kabupaten Kupang. Dimana pada tahun 2016, 

sebesar 60,77. 
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Belanja Kesehatan Perkapita Kawasan Nusa Tenggara 

Belanja Kesehatan perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Nusa Tenggara berada di Provinsi NTB, yaitu sebesar 967,53 . Angka tersebut merupakan 

belanja perkapita dari Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017.  

Sebaliknya, belanja  perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa Tenggara 

sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 36,64. Dimana angka ini 

merupakan belanja dari Kabupaten Kupang tahun 2016. 

 
Tabel 4.1.20.  Statistik Deskriptif Input Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NTB min 169,71 222,78 66,66 276,55 340,20 356,15 409,25
max 520,72 559,34 1068,83 869,01 991,07 1119,68 1007,23

NTT min 171,80 253,49 60,77 360,50 343,93 310,71 386,00
max 717,66 874,56 909,17 1091,61 1526,62 1318,52 1433,22

NTB min 90,85 106,17 55,32 98,73 112,08 111,45 94,95
max 524,55 522,13 810,62 967,53 798,13 649,85 621,78

NTT min 109,80 152,13 36,64 99,58 90,45 139,78 70,23
max 784,47 785,02 599,22 530,24 532,65 508,78 399,98

NTB min 16,23 19,53 11,22 26,14 23,87 21,87 19,77
max 107,98 101,40 117,45 167,48 187,19 166,29 152,46

NTT min 23,49 27,05 3,89 25,02 21,16 25,04 19,56
max 125,47 136,79 164,63 152,66 151,32 144,86 144,26

NTB min 107,44 179,00 205,05 275,18 177,83 233,63 167,65
max 1036,41 1217,03 1814,35 2863,56 2147,21 1346,28 593,70

NTT min 122,51 208,20 107,10 313,55 241,86 245,73 74,56
max 954,84 1465,36 1219,64 1590,28 1325,01 1279,56 865,46

NTB min 635,80 671,78 794,20 2057,34 990,32 1095,80 1343,94
max 12354,46 3292,43 3345,29 9692,01 3620,51 3544,43 4058,81

NTT min 548,17 0 1054,64 1702,35 1266,06 1359,37 1241,99
max 9273,30 8125,51 6308,14 7540,71 6224,55 5971,54 4978,76

Provinsi

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum per kapita

Belanja Pendidikan per kapita

Belanja Kesehatan per kapita

Belanja Ekonomi per kapita

Belanja Perlindungan Sosial per kapita
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Belanja Ekonomi Perkapita Kawasan Nusa Tenggara 

Belanja Ekonomi perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

kawasan Nusa Tenggara berada di NTB, yaitu sebesar 187,19. Angka tersebut merupakan belanja 

perkapita dari Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018.  

Sebaliknya, belanja ekonomi perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan Nusa 

Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 3,89. Dimana angka ini 

merupakan belanja dari Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 

Belanja Perlindungan Sosial Perkapita Kawasan Nusa Tenggara 

Belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 

di kawasan Nusa Tenggara berada di NTB, yaitu sebesar  2863,56. Angka tersebut merupakan 

belanja perkapita dari Kabupaten Sumbawa Barat.  

Sebaliknya, belanja perlindungan sosial perkapita kabupaten/kota terendah pada kawasan 

Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, yaitu sebesar 74,56. Dimana 

angkan ini merupakan belanja Kabupaten Sikka tahun 2020. 

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Perkapita Kawasan Nusa Tenggara 

Belanja perumahan dan fasum perkapita kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-

2020 di kawasan Nusa Tenggara berada NTB, yaitu sebesar 12354,46. Angka tersebut merupakan 

belanja perkapita dari Kabupaten Lombok Utara tahun 2014.  

Sebaliknya, belanja perumahan dan fasilitas umum perkapita kabupaten/kota terendah pada 

kawasan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2014-2020 ada di Provinsi NTT, tepatnya di Manggarai 

Barat. Dimana pada tahun 2015, tercatat di Manggarai Barat tidak terdapat belanja dalam bidang 

perumahan dan fasilitas umum. 

4.1.5. SULAWESI 

4.1.5.1. Output 

Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Sulawesi sepanjang 

tahun 2014-2020 terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018, yaitu sebesar 13,75 persen. 
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Sebaliknya Sulawesi Barat pada tahun 2020 menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rata-

rata kabupaten/kota terendah, yaitu menyentuh angka -1,8 persen. 

Tabel 4.1.21.  Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pertumbuhan ekonomi 

Gorontalo min 7,18 6,08 6,29 6,66 6,20 6,22 -0,21 
  max 7,93 7,30 7,41 7,43 7,00 6,95 0,06 
Sulsel min 4,73 5,11 1,58 3,07 1,08 1,17 -10,87 
  max 10,41 8,83 9,61 8,41 8,91 10,75 2,19 
Sulteng min 0,09 5,48 3,09 4,00 13,48 2,27 -4,92 
  max 8,06 67,82 38,22 14,08 112,20 20,20 28,93 
Sulut min 5,18 3,54 4,19 5,10 5,02 4,06 -3,13 
  max 7,56 7,03 7,18 8,84 7,49 7,59 1,37 
Sultra min 3,15 4,13 4,74 4,93 4,77 4,12 -3,40 
  max 18,65 8,84 9,01 10,38 10,70 11,84 6,42 
Sulbar min 4,92 5,71 4,03 5,45 5,28 4,46 -2,68 
  max 16,40 8,61 7,81 7,11 6,19 6,22 -0,40 

Tingkat Kemiskinan 

 
Gorontalo min 5,85 6,05 6,05 5,70 5,57 5,45 5,59 
  max 21,05 22,43 21,17 21,85 20,33 18,87 18,57 
Sulsel min 4,48 4,38 4,56 4,59 4,41 4,28 4,54 
  max 16,38 16,70 16,22 16,22 15,48 14,88 14,58 
Sulteng min 7,05 7,42 7,06 6,74 14,64 6,83 6,80 
  max 18,95 18,79 18,59 18,17 18,27 18,40 17,39 
Sulut min 4,81 5,63 5,24 5,46 5,38 5,51 5,42 
  max 15,76 15,88 14,85 14,16 13,60 13,27 12,77 
Sultra min 5,56 5,59 5,51 5,01 4,69 4,44 4,34 
  max 16,35 16,88 17,72 18,35 17,48 17,18 17,01 

Sulbar min 4,65 4,99 4,82 4,84 4,53 4,28 4,48 

  max 17,79 18,22 17,06 16,05 15,97 15,60 15,26 
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Grafik 4.1.42. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 
2014-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi yang mulai terjadi di akhir Maret 2020 berimbas pada beberapa lapangan usaha, 

utamanya yang berbasis pariwisata. Bantuan sosial yang telah digulirkan pemerintah dengan 

berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nyatanya belum mampu mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020. 

 Tingkat Kemiskinan Rata-Rata di Kawasan Nusa Tenggara 

Tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota tertinggi sepanjang tahun 2014-2020 di 

Kawasan Sulawesi terdapat di Provinsi Gorontalo, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 18 

persen pada tahun 2015. Namun tingkat kemiskinan mengalami penurunan sampai tahun  2020, 

dengan tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota hanya 15 persen.  

Grafik 4.1.43. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi  
2014-2020 
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4.1.5.2. Input 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.1.44. Belanja Pendidikan Perkapita 
Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di 
Kawasan Sulawesi 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.1.45. Belanja Kesehatan Perkapita Rata-
Rata Kabupaten/Kota Setiap Provinsi di Kawasan 
Sulawesi 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.1.46. Belanja Ekonomi Perkapita Rata-
Rata Kabupaten/Kota Setiap di Kawasan Sulawesi 
2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.1.47. Belanja Perlindungan Sosial 
Perkapita Rata-Rata Kabupaten/Kota Setiap 
Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 4.1.48. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Rata-Rata Kabupaten/Kota  
Setiap Provinsi di Kawasan Sulawesi 2014-2020 
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Tabel 4.1.22.  Statistik deskriptif output Kabupaten/Kota di Sulawesi 

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Pendidikan per kapita            
Gorontalo min 976,67 1072,11 140,61 992,11 998,16 1084,45 996,31 
  max 1345,98 1347,74 1430,00 1348,14 1357,65 1453,06 1445,64 
Sulsel min 406,26 552,26 88,16 590,50 625,80 641,17 574,97 
  max 1652,85 1871,76 1780,58 1716,80 1632,93 1836,62 1829,79 
Sulteng min 405,09 779,58 194,99 845,80 1325,92 933,56 878,70 
  max 1468,57 1831,00 1548,19 1664,42 1827,86 2022,44 2152,28 
Sulut min 688,42 909,46 76,42 778,81 920,07 894,84 702,45 
  max 1963,94 2066,37 2446,73 1977,09 2447,20 2068,34 1883,31 
Sultra min 843,71 906,63 70,14 864,86 829,10 893,34 825,17 
  max 2446,09 2366,09 2228,91 2289,75 2313,61 2534,31 2244,50 
Sulbar min 564,71 622,24 282,03 655,38 685,12 760,90 1066,37 
  max 1270,84 1633,16 1676,29 1678,91 1721,56 1844,63 1723,99 

Belanja Kesehatan per kapita      
Gorontalo min 333,77 484,19 155,36 607,23 786,83 795,87 649,98 
  max 669,50 947,76 1229,92 1276,89 1088,75 1375,37 1633,44 
Sulsel min 205,42 251,10 83,91 257,76 278,87 318,18 266,26 
  max 1056,77 1493,73 2168,60 2200,03 1650,13 2240,09 1909,83 
Sulteng min 304,57 389,52 188,01 383,07 929,26 699,04 643,35 
  max 671,34 1006,22 1009,55 1390,95 1586,64 2049,40 1962,25 
Sulut min 242,68 291,12 141,73 324,60 326,95 503,55 452,64 
  max 831,35 1083,59 1152,31 1694,76 1686,29 1750,02 2072,71 
Sultra min 235,93 321,31 90,22 378,04 488,89 494,22 523,92 
  max 1138,61 1497,45 2402,05 2141,84 1759,79 1699,50 2130,38 

Sulbar min 307,15 394,64 331,94 546,20 542,27 612,62 629,97 

  max 517,26 618,31 763,42 808,56 768,37 1046,72 1123,28 

Belanja Ekonomi per kapita             
Gorontalo min 150,51 201,85 96,48 161,19 164,64 156,60 145,08 
  max 653,46 613,15 606,74 599,82 613,86 590,32 492,56 
Sulsel min 109,81 114,60 12,87 88,98 89,42 79,84 63,37 
  max 669,67 607,03 744,03 1123,69 671,87 691,89 477,77 
Sulteng min 215,74 218,14 71,38 152,23 431,18 167,01 53,01 
  max 904,47 738,53 792,90 925,47 771,58 944,67 1027,48 
Sulut min 217,22 201,26 44,09 179,87 164,55 179,16 118,86 
  max 661,17 684,60 1015,71 817,51 727,49 657,15 479,14 
Sultra min 240,68 193,55 53,93 187,35 153,95 131,54 97,90 
  max 2004,19 1364,85 2103,92 1165,85 1142,80 1057,42 721,77 
Sulbar min 150,05 158,70 167,05 131,56 148,11 117,53 91,98 
  max 561,41 496,10 690,47 533,18 414,88 385,69 269,64 
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Belanja Perumahan & 
Fasilitas Umum per 
kapita 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gorontalo min 248,86 269,39 180,21 241,38 312,52 327,24 202,72 
  max 769,41 759,98 887,52 1152,79 864,01 712,85 616,74 
Sulsel min 164,39 182,42 20,01 136,90 104,99 141,48 86,93 
  max 801,59 877,44 1271,32 1430,74 1202,25 871,59 873,24 
Sulteng min 216,66 285,58 224,51 251,40 860,58 278,79 37,37 
  max 612,20 1217,75 1738,04 1711,44 2103,30 2370,09 1596,93 
Sulut min 313,03 434,87 131,17 493,04 339,27 225,30 147,05 
  max 1956,59 1870,89 3015,64 2227,66 1598,92 1279,42 1060,39 
Sultra min 271,20 354,63 111,40 486,23 238,84 488,27 126,30 

  max 2261,78 3405,35 4618,85 4919,62 4001,62 4071,99 2113,90 

Sulbar min 200,05 262,86 426,28 355,70 318,08 315,30 187,40 
  max 491,66 986,05 1287,72 1479,69 1178,59 1422,21 709,06 

Belanja Perlindungan Sosial per kapita           
Gorontalo min 42,56 49,10 4,12 66,67 79,17 82,09 60,28 
  max 125,44 122,21 146,44 156,18 161,03 167,55 149,84 
Sulsel min 11,56 15,50 7,50 12,44 11,86 13,01 0,00 
  max 114,55 125,09 135,83 143,80 165,64 145,89 122,54 
Sulteng min 21,58 35,11 16,52 36,07 87,72 45,34 35,15 
  max 229,63 152,30 108,25 196,50 131,88 139,58 174,05 
Sulut min 24,02 46,32 36,79 39,13 52,08 61,13 43,85 
  max 155,32 203,61 516,82 296,30 326,24 281,00 266,64 
Sultra min 12,36 38,74 4,36 40,55 40,84 40,44 17,51 
  max 221,55 243,93 239,50 172,26 202,71 187,84 203,48 
Sulbar min 19,35 21,37 20,14 7,62 10,85 21,51 19,39 
  max 115,73 96,66 113,93 95,97 206,52 112,31 84,52 

         

 

4.2. HASIL PENGUKURAN EFISIENSI 
Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah untuk mengukur dan mengelompokkan 

(clustering) efisiensi belanja pemerintah pro-poor growth di setiap kawasan di Indonesia. 

Pengukuran efisiensi relatif dilakukan dengan metode Data Envelopment Analysis dengan model 

output oriented berdasarkan pendekatan Variable Return to Scale. Pengukuran efisiensi 

menggunakan input belanja pemerintah (kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial dan 

perumahan & fasilitas umum) dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (output) di tujuh kawasan di Indonesia. Skor efisiensi adalah 0-1. Nilai E=1 menunjukkan 

relatif efisien, sebaliknya nilai E<1 menunjukkan tidak efisien. Pengukuran efisiensi pemerintah 

daerah (kabupaten dan kota) yang dilakukan pada 7 kawasan di Indonesia. Kajian efisiensi 
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pemerintah daerah dimulai dengan efisiensi rata-rata  kabupaten/kota di setiap kawasan pada tahun 

2014-2020, yang diperlihatkan dalam Tabel 4.2.1 dan Grafik 4.2. 

Tabel 4.2.1. Efisiensi Relatif Rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di setiap kawasan di 
Indonesia tahun 2014-2020. 

Kawasan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Jawa-Bali 0,938 0,938 0,931 0,927 0,948 0,952 0,968 
Sumatra 0,903 0,946 0,923 0,924 0,94 0,927 0,947 
Kalimantan 0,968 0,972 0,971 0,972 0,972 0,973 0,972 
Sulawesi 0,636 0,643 0,647 0,65 0,647 0,649 0,656 
Nusa Tenggara 0,917 0,894 0,905 0,953 0,978 0,954 0,938 
Maluku 0,926 0,877 0,902 0,888 0,889 0,922 0,893 
Papua 0,895 0,859 0,831 0,882 0,847 0,958 0,869 

Keterangan: Warna biru tebal menunjukkan tingkat efisiensi rata-rata tertinggi kawasan di 
Indonesia. Warna merah menunjukkan tingkat efisiensi rata-rata terendah 
kawasan di Indonesia 

 

Rata-rata efisiensi relatif kabupaten/kota setiap tahun berfluktuasi di semua wilayah dari 

tahun 2014 hingga 2020. Hanya ada tiga wilayah yang memiliki skor rata-rata efisien lebih stabil 

(E ≥ 0,9) dibandingkan wilayah lainnya dari tahun 2014-2020 yaitu sumatera, jawa-bali dan 

kalimantan.  Namun, ketiga wilayah tersebut belum mampu mencapai sekalipun efisiensi relatif 

(E = 1), selanjutnya dari ketiga wilayah rata-rata skor efisiensi belanja pemerintah daerah tertinggi 

dan paling stabil berada di wilayah Kalimantan. Hal ini menunjukkan kinerja antar pemerintah 

daerah di wilayah kalimantan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan 

kemiskinan paling merata dan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Hanya wilayah Jawa-

Bali yang memiliki upaya serupa dalam merealisasikan belanja untuk kesejahteraan masyarakat. 
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Grafik 4.2. Mean Efisiensi Relatif kabupaten/kota antar Kawasan
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Singkatnya wilayah kalimantan menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang mampu 

mengalokasikan belanja, diikuti wilayah Jawa-Bali diurutan kedua.  

Disisi lain, skor efisiensi rata-rata terendah untuk belanja pemerintah daerah berada di 

wilayah Sulawesi. Beragam tingkat efisiensi antar pemerintah daerah di wilayah sulawesi ini 

menggambarkan masih adanya ketimpangan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan 

belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan. Dengan 

strategi pemerintah yang memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya 

alokasi belanja dapat lebih merata antar daerah, karena beberapa hal yang terjadi saat ini seperti 

bencana pandemi Covid-19 membuat sinergi kebijakan pemerintah dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat semestinya lebih baik lagi.  

Seperti yang diketahui pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang 

membuat guncangan di beberapa sektor khususnya ekonomi dan kesehatan. Namun jika dilihat 

pada Grafik 1. Rata-rata skor efisiensi antar wilayah malah menunjukkan sebaliknya. Artinya 

beberapa wilayah justru lebih efisien dalam mengalokasikan belanja untuk pertumbuhan ekonomi 

dan menurunkan kemiskinan. Selama pandemi Covid-19 belanja pemerintah diutamakan untuk 

sektor kesehatan dan ekonomi setelahnya. Akibatnya ada beberapa belanja pemerintah yang 

mengalami penurunan. Artinya ketika belanja berkurang pemerintah daerah mampu menghasilkan 

output yang lebih baik ketimbang saat sebelum terjadinya pengurangan anggaran. 

Hal ini terjadi di empat dari tujuh wilayah yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan 

Sulawesi. Terkhusus di wilayah sulawesi sebagai wilayah dengan rata-rata efisien terendah dapat 

meningkatkan sedikit kemampuan dalam mengalokasikan belanja lebih baik sebesar 0,656 di 

tahun 2020 dari 0,649 di tahun 2019. Sebaliknya terjadi di 3 wilayah lainnya yaitu Nusa Tenggara, 

Maluku, dan Papua. Rata-rata skor efisiensi pemerintah daerah di tiga wilayah tersebut mengalami 

penurunan selama masa pandemi COVID-19. Lambatnya proses adaptasi akibat pandemi Covid-

19 antar pemerintah di tiga wilayah ini diduga menjadi alasan pemerintah daerah tidak dapat 

mengalokasikan belanjanya dengan lebih baik. Berikut ini akan dijelaskan lebih mendetail terkait 

kondisi efisiensi relatif berdasarkan Kabupaten/kota di 7 wilayah di Indonesia. 
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4.2.1. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN DI SUMATERA 

Efisiensi pemerintah daerah per kawasan dimulai dari Sumatera. Pulau Sumatera memiliki 

10 provinsi yang terdiri dari 154 kabupaten dan kota. Dari 154 pemerintah daerah yang diukur 

efisiensi relatifnya dari tahun 2014-2020 hanya sedikit sekali yang relatif efisien (dengan E = 1). 

Sepanjang tahun 2014-2020, Persentase pemerintah daerah yang relatif efisien sangat kecil, 

maksimum 17% dari 154 pemerintah daerah  (27 pemerintah daerah) yang efisien (tahun 2020).  

Deskripsi hasil pengukuran efisiensi pemerintah daerah di Sumatera ditunjukkan oleh Tabel 4.2.2. 

Tabel 4.2.2. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sumatera. 

Keterangan  
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Jumlah efisien 8 16 13 17 21 16 27 
rasio 5% 10% 8% 11% 14% 10% 17% 

Mean Efisien 0,903 0,946 0,923 0,924 0,94 0,927 0,947 

Paling inefisien 0.674  0.829 0.709  0.731  0.788  0.749 0.827  

 

Ditinjau dari rasio efisiensi antar pemerintah daerah di setiap provinsi, rasio efisiensi 

berkisar antara 5% sampai 17%. Artinya hanya ada rata-rata 16 pemerintah daerah yang relatif 

efisien, 10%  dari total pemerintah daerah dari 2014-2020. Rasio yang tertinggi, yaitu sebesar 17% 

pada tahun 2020 (127 pemerintah daerah yang inefisien). Sebaliknya, rasio terendah di Sumatera, 

yaitu hanya 5% pada tahun 2014 (146 pemerintah daerah yang inefisien). 

Kecilnya jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien di setiap provinsi menunjukkan 

bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Sumatera tidak berkinerja efisien. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai efisiensi relatif rata-rata yang beragam dan fluktuatif tertinggi di tahun 2020 (0,947). 

Rata-rata efisiensi selama 2014-2020 di sumatera setiap tahunnya hanya 0,93. Skor ini 

menunjukkan bahwa terdapat tingkat inefisiensi rata-rata sebesar 7%  setiap tahunnya untuk 

belanja pemerintah daerah di Sumatera. Dimana pemerintah daerah dengan skor efisiensi relatif 

terendah (paling inefisien) adalah Kepulauan Meranti (di Provinsi Riau) sepanjang tahun 2014-

2020. Kepulauan meranti hanya mencapai efisiensi tertinggi sebesar 0,827 di tahun 2020 dan 

terendah di tahun 2014 sebesar 0,647. Dengan demikian, Kepulauan Meranti dinyatakan oleh DEA 

sebagai daerah paling inefisien di wilayah Sumatera. 
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Tingkat inefisiensi penggunaan ketiga input untuk mencapai output (angka harapan hidup 

dan lama sekolah) menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan 

belanjanya untuk program dan kegiatan yang mendukung peningkatan usia harapan hidup dan 

peningkatan lama sekolah. . Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut 

tidak secara langsung membantu tercapainya output yang baik. Terlalu banyak pengeluaran yang 

hilang, sementara output yang memuaskan tidak diperoleh. 

4.2.2. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN JAWA-BALI 

Analisis efisiensi relatif pemerintah daerah dilanjutkan pada kawasan Jawa-Bali. Skor 

efisiensi relatif rata-rata pemerintah daerah di Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 4.2.3. Kondisi 

efisiensi relatif pemerintah daerah di Jawa-Bali lebih baik daripada Sumatera.  

Tabel 4.2.3.  Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Jawa-Bali 

Keterangan  
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Jumlah efisien 27 19 16 19 25 20 40 
rasio 22% 15% 13% 15% 20% 16% 32% 

Mean Efisien 0,938 0,938 0,931 0,927 0,948 0,952 0,968 

Paling inefisien 0,746 0.758  0.779  0.781 0,831  0,831  0,838  
 

Berdasarkan Tabel 4.2.2, pulau Jawa memiliki 6 provinsi yang didalamnya terdapat 114 

Kabupaten/kota. Bali memiliki 1 provinsi dengan 9 kabupaten/kota. Dari 123 pemerintah daerah 

wilayah Jawa-Bali, jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien berkisar 16-40. Tahun 2016 rasio 

pemerintah daerah yang relatif efisien paling rendah, yaitu 13%, di mana terdapat 16 provinsi yang 

mampu mengalokasikan belanjanya secara relatif efisien. Sementara itu, rasio yang efisien 

tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 32% dari 123 pemerintah daerah. Artinya terdapat 40 

pemda yang efisien pada tahun tersebut. Dibandingkan kawasan lain di Indonesia,  di wilayah 

Jawa-Bali inilah terdapat pemerintah daerah yang relatif efisien terbanyak, baik dari segi jumlah 

pemerintah daerah maupun dari segi persentase. 

 Jika ditinjau dari rata-rata efisiensi relatif menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah 

daerah di Jawa cukup bekerja secara relatif efisien dibandingkan Sumatera, walaupun  posisinya 

masih dibawah Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan skor efisiensi relatif rata-rata yang lebih 

stabil, dimana  skor efisiensi relatif  rata-rata tertinggi dicapai  di tahun 2020 (E = 0,968).  
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Skor efisiensi relatif rata-rata selama 2014-2020 di Jawa-Bali yaitu sebesar 0,943. Skor ini 

menunjukkan bahwa terdapat tingkat inefisiensi rata-rata sebesar 5,7%  setiap tahun. Ini berarti 

terjadi pemborosan belanja pemerintah secara rata-rata 5,7% daerah di Jawa-Bali per tahun. Skor 

efisiensi relatif terendah terjadi di Kabupaten Sampang (Provinsi Jawa Timur)  selama 2014-2020. 

Kabupaten Sampang hanya mampu mencapai efisiensi tertinggi sebesar 0,838 di tahun 2020 dan 

terendah di tahun 2014 sebesar 0,746. Dengan demikian, Kabupaten Sampang dinyatakan oleh 

DEA sebagai daerah paling inefisien di wilayah Jawa-Bali. Dengan kata lain, terjadi pemborosan 

belanja pemerintah Kabupaten Sampang sebesar 16,2% (= 1 - 0,838) di tahun 2020.  

4.2.3. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN KALIMANTAN 

Berikutnya dijelaskan skor efisiensi relatif pemerintah kabupaten/kota di kawasan 

Kalimantan. Kalimantan terdiri dari 5 provinsi  dengan 56 kabupaten/kota. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa Kalimantan merupakan kawasan dengan rata-rata skor efisiensi relatif 

pemerintah yang paling stabil setiap tahunnya. Artinya bahwa belanja pemerintah per kapita yang 

digunakan pada pemerintah daerah di Kalimantan cukup baik dalam upaya menurunkan 

kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat dari jumlah provinsi yang 

efisien setiap tahunnya tidak pernah melebihi setengah dari pemda yang ada. Misalnya di tahun 

2014, hanya 12 pemerintah daerah yang efisien bahkan yang tertinggi hanya 15 pemda pada tahun 

2020. Oleh sebab itu rasio yang efisien hanya berkisar 16%-27% saja. Sedikitnya pemerintah 

daerah yang relatif efisien tapi rata-rata skor efisiensi tinggi dan stabil menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah yang merata di kawasan ini.  Kondisi efisiensi relatif pemerintah daerah di 

Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 4.2.4. 

Tabel 4.2.4.  Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kalimantan 

Keterangan  
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Jumlah efisien 12 12 9 14 13 13 15 
rasio 21% 21% 16% 25% 23% 23% 27% 

Mean Efisien 0,968 0,972 0,971 0,972 0,972 0,973 0,972 

Paling inefisien 0.892 0.904  0.903  0.903  0.901  0.899  0.905  
 

Sebaliknya jika dilihat rata-rata efisien di wilayah Kalimantan yang rata-rata skor 

efisiensinya stabil dan tidak berubah (E = 0,97). Dengan kemampuan pengelolaan belanja yang 

baik, rata-rata skor inefisiensi belanja daerah ini rendah, hanya sekitar 3% pada tahun 2020. Selain 
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itu, pemerintah daerah dengan inefisiensi tertinggi silih berganti, yaitu Kabupaten Bulungan 

(2014), Kabupaten Landak (2015) dan  kemudian Kabupaten Melawi (2016-2020). Hal ini 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah di Kalimantan merata dalam mengelola belanja. 

 

4.2.4 EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN SULAWESI 

Efisiensi pemerintah daerah di Sulawesi akan diuraikan di bawah ini. Kawasan Sulawesi yang 

terdiri dari 6 provinsi ini memiliki 81 kabupaten/kota. Posisi relatif efisiensi pemerintah daerah di 

Sulawesi dijelaskan dalam Tabel 4.2.5. Dari 7 kawasan di Indonesia, rata-rata skor efisiensi relatif 

pemerintah daerah terendah berada di Sulawesi sepanjang tahun 2014-2020.  Hanya sedikit sekali 

pemerintah daerah yang relatif efisien (dengan E = 1).  

Tabel 4.2.5. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Sulawesi 

Keterangan  
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jumlah efisien 10 5 11 12 8 9 14 

 Rasio 13% 6% 14% 15% 10% 11% 17% 

Mean Efisien 0,636 0,643 0,647 0,65 0,647 0,649 0,656 

Paling inefisien 0.55  0.563  0.573  0.568  0.578  0.588  0.597  

 

Ditinjau dari rasio efisiensi antar pemerintah daerah di setiap provinsi, rasio efisiensi berkisar 

antara 6% sampai 17%. Rasio pemerintah daerah efisien/total pemerintah daerah yang rendah ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki tingkat efisiensi yang relatif 

rendah. Hal ini diperkuat oleh skor rata-rata efisiensi relatif berkisar 0,63-0,65. Hal ini 

mendeskripsikan tingginya inefisiensi belanja pemerintah daerah, yang berkisar 35%-37%, yang 

berarti penggunaan belanja pemerintah daerah yang sangat tidak efisien dalam upaya menurunkan 

kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi. 

Rata-rata efisiensi sangat fluktuatif di wilayah Sulawesi, dibandingkan mean efisiensi tahun 2015, 

terjadi peningkatan mean efisiensi pada tahun 2016 dan 2017. Dari 2 tahun tersebut kembali turun 

pada tahun 2018-2019, lalu meningkat pada tahun 2020. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi 

pada tahun 2018 diduga menjadi penyebab kemunduran alokasi belanja pemerintah. Bagaimana 

tidak, akibat bencana ini dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana sebesar Rp36,94 triliun. 
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Dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman adalah paling besar karena luas dan 

masifnya dampak bencana. (https://bnpb.go.id. Diakses pada 2 Agustus 2022). 

Penurunan tingkat efisiensi pemerintah daerah yang paling inefisien terjadi di Kabupaten 

Boalemo. Dari kisaran 67-76 pemerintah daerah yang inefisien Kabupaten Boalemo dengan skor 

rata-rata efisiensi terendah (0,57), pada tahun 2014-2020. Kabupaten Boalemo hanya mencapai 

efisiensi tertinggi sebesar 0,597 di tahun 2020 dan terendah di tahun 2014 sebesar 0,55. Dengan 

demikian, Sulawesi termasuk wilayah dengan tingkat inefisiensi penggunaan belanja tertinggi. 

Menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan belanjanya untuk 

program dan kegiatan yang mendukung. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

tersebut tidak secara langsung membantu tercapainya output yang baik. Terlalu banyak 

pengeluaran yang hilang, sementara output yang memuaskan tidak diperoleh. 

4.2.5. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN NUSA TENGGARA 

Nusa Tenggara menjadi kawasan selanjutnya yang dianalisis.  Kawasan Nusa Tenggara 

memiliki 2 provinsi, yang terdiri dari dan 32 kabupaten/kota. Dari 32 pemerintah daerah yang 

diukur efisiensi relatifnya dari tahun 2014-2020, jumlah terendah pemerintah daerah yang efisien 

relarif adalah  7 pemerintah daerah (2015) dan jumlah tertinggi adalah 13 pemerintah daerah 

(2020). Informasi ini disajikan di Tabel 4.2.6. 

Tabel 4.2.6. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara 

Keterangan  
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jumlah efisien 8 7 9 11 9 10 13 
Rasio 25% 22% 28% 34% 28% 31% 41% 

Mean Efisien 0,917 0,894 0,905 0,953 0,978 0,954 0,938 

Paling inefisien 0.749  0.707  0.704  0.885  0.819  0.859  0.729  
 

Ditinjau dari rasio jumlah pemerintah daerah yang relatif efisien/total pemerintah daerah,  

rasionya berkisar  22% - 41%. Artinya cukup banyak pemerintah daerah yang mampu menjadi 

relatif efisien di Nusa Tenggara, bahkan rasio ini mencapai 41% pada tahun 2020. Berdasarkan 

informasi ini, dapat dikatakan bahwa Nusa Tenggara menjadi kawasan dengan persentase 

pemerintah daerah yang relatif efisien terbesar di Indonesia.  
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Rasio efisien yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki 

mean efisiensi yang tinggi namun belum mencapai efisiensi secara relatif. Hal ini dipertegas oleh 

fakta bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki skor rata-rata efisiensi antara 0,89 sampai 

0,97. Faktanya, pemerintah daerah di Nusa Tenggara memiliki tingkat inefisiensi belanja berkisar 

3%-11%. Hal ini menunjukkan dalam kondisi yang maksimal untuk penggunaan belanja ternyata 

Nusa Tenggara dapat menjadi wilayah yang lebih baik dibandingkan Sumatera (Inefisiensi 7%) 

dan Jawa (inefisiensi 5,7%).  

Namun perlu diperhatikan untuk mean efisiensi sangat fluktuatif di wilayah Nusa Tenggara, 

tapi ada kecenderungan menurun. Tahun terbaik untuk mean efisiensi di wilayah ini yaitu tahun 

2018 dimana mean efisiensi sebesar 0,97, namun setelah itu terus terjadi penurunan mean efisiensi 

pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menjadi evaluasi bagi wilayah Nusa Tengara karena berbanding 

terbalik dengan beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan bahkan Sulawesi yang 

justru meningkat pada tahun 2020 (terjadinya Pandemi Covid-19). 

Dimana pemerintah daerah dengan skor efisiensi relatif terendah (paling inefisien) adalah 

Kabupaten Sumba Tengah dan Lombok Utara. Kabupaten Sumba Tengah mendominasi sebagai 

daerah yang paling inefisien dalam penggunaan belanja kecuali tahun 2018, dimana Lombok Utara 

menjadi daerah paling inefisien (0,81).  Kabupaten Sumba Tengah hanya mencapai efisiensi 

tertinggi sebesar 0,88 di tahun 2017 dan terendah di tahun 2016 sebesar 0,70. Dengan demikian, 

Kabupaten Sumba Tengah dinyatakan oleh DEA sebagai daerah paling inefisien di wilayah Nusa 

Tenggara. 

4.2.6. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN MALUKU 

Kawasan yang dianalisis berikutnya ialah kawasan Maluku yang terdiri dari 2 provinsi 

dengan 21 kabupaten/kota. Dari 21 pemerintah daerah tersebut, hanya berkisar 4-7 pemerintah 

daerah yang relatif efisien di Maluku. Ditinjau dari rasio jumlah pemerintah daerah yang relatif 

efisien terhadap total pemerintah daerah di Maluku, terlihat rasio ini berkisar antara 20% sampai 

25%. Artinya rata-rata hanya ada 5 pemerintah daerah yang relatif efisien. Rasio yang tertinggi, 

yaitu sebesar 35% pada tahun 2016. Sebaliknya, rasio terendah yaitu hanya 20% pada tahun 2015  

dan 2019. Rasio efisien yang lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah Sulawesi. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki mean efisiensi yang lebih baik 
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pula. Hal ini dipertegas oleh fakta bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki skor rata-

rata efisiensi antara 0,87 sampai 0,93. Faktanya, pemerintah daerah di Sulawesi memiliki tingkat 

inefisiensi belanja berkisar 7%-13%. Hal ini menunjukkan penggunaan belanja yang tidak efisien 

namun lebih baik dari beberapa wilayah lainnya. Penjelasan tingkat efisiensi di kawasan ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.2.7.  

Tabel 4.2.7. Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Maluku 

Keterangan 
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Efisien 5 4 7 5 5 4 5 
rasio 25% 20% 35% 25% 25% 20% 25% 
Mean efisien 0,926 0,877 0,902 0,888 0,889 0,922 0,893 
Paling inefisien 0.831  0.705  0.719  0.721  0.72  0.793  0.736  

 

Rata-rata efisiensi juga fluktuatif di wilayah Maluku, tahun terbaik untuk mean efisiensi di 

wilayah ini yaitu tahun 2014 dimana mean efisiensi sebesar 0,92, namun setelah itu terus terjadi 

penurunan mean efisiensi terendah pada setelahnya yaitu tahun 2015 sebesar 0,87. Hal ini menjadi 

evaluasi bagi wilayah Maluku dalam mengalokasikan belanjanya untuk program dan kegiatan 

yang mendukung dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Dilihat skor efisiensi terendah setiap tahunnya, diketahui ada beberapa kabupaten dengan tingkat 

efisiensi terendah. Dengan kata lain, kabupaten  yang paling inefisien di Maluku silih berganti, 

yaitu Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2014, Seram Bagian Timur di tahun 2019 dan 

Maluku Barat Daya di tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2020. Kabupaten Halmahera Tengah 

hanya mencapai efisiensi sebesar 0,83, Seram Bagian Timur (0,79) dan Maluku Barat Daya hanya 

mencapai efisiensi tertinggi di tahun 2020 sebesar 0,73. Dengan demikian, Kabupaten Maluku 

Barat Daya dinyatakan oleh DEA sebagai daerah paling mendominasi dari segi inefisiensi di 

wilayah Maluku. 

4.2.7. EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH  DI KAWASAN PAPUA 

Kawasan terakhir yang dianalisis ialah Papua, yang terdiri dari 2 provinsi dengan 42 

kabupaten/kota. Tabel 4.2.8 menjelaskan kondisi efisiensi 42 pemerintah daerah di Papua.  Selama 

2014-2020, pemerintah daerah yang relatif efisien berjumlah 8-11 pemerintah daerah, atau berkisar 

antara 17% sampai 26% dari 42 pemerintah daerah. Rendahnya persentase pemerintah daerah yang 
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relatif efisien menjadikan kawasan Papua sebagai salah satu kawasan dengan inefisiensi tinggi. 

Selain itu, pemerintah daerah belum dapat menjaga posisi efisiensinya dengan stabil karena rata-

rata skor efisiensi di kawasan ini bervariatif, berkisar 0,831-0,958 

Tabel 4.2.8.  Deskripsi Efisiensi Pemerintah Daerah di Kawasan Papua 

Keterangan 
Kabupaten/kota 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Efisien 11 9 9 9 8 7 9 
rasio 26% 21% 21% 21% 19% 17% 21% 

Mean efisien 0,895 0,859 0,831 0,882 0,847 0,958 0,869 

Paling inefisien 0.682  0.683  0.661  0.668  0.635  0.88  0.66  

 

Dari 42 pemerintah daerah yang ada di Papua, ada beberapa kabupaten yang secara  

bergantian menduduki posisi sebagai pemerintah daerah dengan skor efisiensi relatif terendah. 

Kabupaten dengan skor efisiensi terendah (paling inefisien) tersebut  adalah Kabupaten Teluk 

Bintuni (tahun 2014), Supiori (tahun  2015), Lanny Jaya (tahun  2016), Intan Jaya (tahun  2017), 

Deiyai (tahun  2018), Boven Digoel (tahun  2019) dan Deiyai (tahun 2020). Hal ini seharusnya 

menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah di wilayah Papua khususnya daerah paling inefisien 

untuk kembali pada kinerja terbaik dan terus meningkatkan dalam penggunaan belanjanya untuk 

program dan kegiatan yang mendukung dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua 

sehingga dapat  mencapai skor efisiensi (E=1).  

4.3. PEMBAHASAN 

4.3.1. KLUSTERISASI KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN EFISIENSI 

Dari penjelasan skor efisiensi sebelumnya diketahui ada beberapa kelompok pemerintah daerah 

berdasarkan kemampuannya dalam mempertahankan posisi sebagai pemerintah yang efisien di 

kawasan masing-masing. Untuk itu, penelitian ini mengelompokkan (clustering) pemerintah 

daerah berdasarkan skor efisiensinya selama tahun 2014-2020, yang terdiri dari 4 kluster, yaitu: 

a. Kluster 1 (tetap efisien setiap tahun),  

b. Kluster 2 (skor efisiensi berfluktuasi tapi pernah relatif efisien di tahun tertentu),  

c. Kluster 3 (tidak pernah efisien namun skor efisiensi terus meningkat setiap tahunnya),  

d. Kluster 4 (tidak pernah efisien bahkan skor efisiensi terus menurun). 
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Jumlah pemerintah kabupaten/kota  di setiap kluster pemerintah daerah pada tujuh kawasan 

dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.  

Tabel 4.3.1.  Jumlah Pemerintah Kabupaten/kota di setiap Kluster selama 2014-2020 

Kawasan Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4 
Jumlah  % Jumlah  % Jumlah  % Jumlah  % 

Sumatera 0 0 51 33,12 94 61,04 9 5,84 
Jawa-Bali 4 3,28 52 42,62 63 51,64 3 2,46 
Kalimantan 3 5,36 23 41,07 19 33,93 11 19,64 
Sulawesi 3 3,70 26 32,10 45 55,56 7 8,64 
Nusa Tenggara 3 9,38 10 31,25 19 59,38 0 - 
Maluku 3 14,29 6 28,57 6 28,57 6 28,57 
Papua 1 2,38 13 30,95 13 30,95 15 35,71 

 

Dari tujuh kawasan, hanya di kawasan Sumatera tidak ada kluster 1, tidak ada satupun 

pemerintah daerah yang bisa selalu relatif efisien setiap tahun selama 2014-2020. Sebanyak 51  

pemerintah daerah di kawasan ini pernah menjadi relatif efisien pada satu atau beberapa tahun.  

Sementara itu, di lima kawasan (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara), 

ternyata mayoritas pemerintah daerah berada pada kluster 3, yaitu tidak pernah efisien namun 

tingat efisiensinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Kawasan Maluku, jumlah 

pemerintah daerah di kluster 2, 3 dan 4 sama besar (28,57%). Sedangkan di Kawasan Papua, 

kluster dengan jumlah terbesar adalah kluster 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

pemerintah daerah di kawasan ini semakin tidak efisien di tahun-tahun terakhir. 

Selanjutnya diuraikan pemerintah daerah yang berada pada kluster 1, yang bisa selalu relatif 

efisien baik sebelum pandemi Covid-19 (2014-2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020). Di 

Kawasan Sumatera, tidak ada satupun pemerintah daerah di dalam Kluster 1. Di kawasan Jawa-

Bali terdapat empat pemerintah daerah di kluster 1, yaitu Subang, Depok, Tangerang Selatan dan 

Denpasar. Di Kawasan Kalimantan, 3 pemerintah daerah di dalam kluster 1 adalah Balikpapan, 

Banjar, dan Banjarmasin. Sedangkan tiga pemerintah daerah yang berada di dalam kluster 1 di 

Sulawesi terdiri dari Morowali, Bone dan Makasar. Demikian juga di kawasan Nusa Tenggara, 

terdapat 3 pemerintah daerah yang ada di kluster 1, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, dan 

Mataram.  Selanjutnya di kawasan Maluku, ada tiga pemerintah daerah di kluster 1. Ketiganya 
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adalah Ambon, Halmahera Utara, Ternate. Terakhir, di Kawasan Papua, hanya ada satu pemerintah 

daerah yang termasuk di dalam kluster 1, yaitu Jayapura. 

Dari penjelasan kluster efisiensi pemerintah daerah pada tujuh kawasan, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 20 pemerintah daerah yang selalu efisien selama 2014-2020, yang berada dalam 

kluster 1.  Untuk itu, perlu dianalisis bagaimana 20 pemerintah daerah ini bisa selalu efisien baik 

sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2014-2019) maupun saat pandemi Covid-19 (2020). Perlu 

dikaji bagaimana pemerintah daerah yang selalu efisien ini menggunakan belanja untuk 

menurunkan kemiskinan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.  Informasi ini dijelaskan dengan 

bantuan bubble chart sebagai berikut.  

2014-2019 2020 

  
Diagram 4.3.1.  Kaitan Belanja Pemerintah dengan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan 

Ekonomi di 20 Pemerintah Daerah di Indonesia 

Diagram 4.3.1 menunjukkan bubble chart yang menjelaskan kondisi 20 pemerintah daerah 

yang selalu relatif efisien selama 2014–2019 dan 2020 di tujuh kawasan di Indonesia. Angka-

angka tersebut menjelaskan secara lebih rinci dan menegaskan kondisi pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan masing-masing pemerintah daerah. Pemda dalam satu wilayah memiliki warna dan 

motif yang sama. Gelembung dengan kotak biru adalah pemerintah daerah di Papua. Gelembung 

dengan garis horizontal merah adalah pemerintah daerah di Maluku. Gelembung dengan garis 

vertikal ungu adalah pemerintah daerah di Jawa-Bali. Gelembung kuning adalah pemerintah 

daerah di Kalimantan. Gelembung biru adalah pemerintah daerah di Nusa Tenggara. Gelembung 

hitam adalah pemerintah daerah di Sulawesi. Gelembung putih dengan bintik hitam adalah 

pemerintah daerah di Sumatera.  
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Ukuran gelembung menunjukkan ukuran total dari lima jenis pengeluaran per kapita 

(kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial dan perumahan & fasilitas umum). Semakin 

besar pengeluaran per kapita, semakin besar ukuran gelembung/bubble. 

4.3.2 PEMERINTAH DAERAH YANG SELALU MENJADI PEER 

Posisi dan klusterisasi pemerintah daerah berdasarkan tingkat efisiensinya di setiap kawasan sudah 

dideskripsikan dan dianalisis. Telah diketahui pemerintah daerah yang selalu efisien serta 

bagaimana capaian outputnya selama 2014-2019 dan 2020.  

Selanjutnya akan diuraikan klasifikasi pemerintah daerah yang selalu efisien  tersebut dan 

juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. Walaupun terdapat 20 pemerintah 

daerah yang selalu efisien, ternyata tidak semua pemerintah daerah tersebut bisa menjadi rujukan 

atau contoh bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan pengggunaan input 

dan output yang dihasilkan  pemerintah yang efisien tersebut tidak memiliki kemiripan dengan 

pemerintah daerah yang tidak efisien. Dari 20 pemerintah daerah yang selalu efisien, hanya 12 

pemerintah daerah yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak efisien. 12 pemerintah 

daerah ini ditampilkan di Tabel 4.3.2. 

 

Tabel 4.3.2.   Pemerintah Kabupaten/kota yang selalu menjadi Rujukan selama 2014-2020. 

Kawasan Kabupaten/kota 
Sumatra - 
Jawa Bali Depok, Tangerang Selatan, Denpasar 
Kalimantan  Palangkaraya, Balikpapan 
Sulawesi - 
Nusa Tenggara Lombok Tengah, Lombok timur, Mataram, Kota Kupang  
Maluku Ambon, Ternate 
Papua Merauke 

Dari 20 pemerintah daerah yang selalu relatif efisien, tidak semuanya telah menjadi rujukan 

(benchmarking). Hanya 12 pemerintah daerah efisien yang selalu menjadi rujukan bagi pemerintah 

daerah yang tidak efisien. 12 pemerintah daerah ini berada di 5 wilayah. Tidak ada satu pun 

pemerintah daerah yang menjadi peer di wilayah Sumatera dan Sulawesi sepanjang tahun 2014–

2019 dan 2020. 12 pemerintah daerah dari 5 wilayah yang menjadi peer ini dapat menjadi rujukan 

bagi masing-masing pemda di wilayahnya. misalnya, di Kalimantan, pemerintah daerah yang 

relatif tidak efisien dapat merujuk kepada pemerintah kota Palangkaraya dan Balikpapan sebagai 



76 
 

tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi relatifnya di masa mendatang. Demikian juga dengan 

Kawasan Nusa Tenggara, pemerintah daerah yang relatif tidak efisien dapat melakukan benchmark 

dengan peer mereka masing-masing: Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram, dan Kota 

Kupang.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Tahun pertama penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah dalam 

menurunkan kemiskinan yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada tujuh kawasan di 

Indonesia. Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi rata-rata tertinggi berada di Kawasan 

Kalimantan, sebaliknya, yang terendah terdapat di Kawasan Sulawesi.  

2. Berdasarkan klusterisasi efisiensi, terdapat 20 pemerintah daerah yang selalu efisien 

selama periode penelitian di tujuh kawasan di Indonesia. selanjutnya terdapat 12 

pemerintah daerah yang selalu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang tidak 

efisien.  

5.2. SARAN 

1. Pemerintah daerah yang selalu efisien dan menjadi rujukan di tujuh kawasan dapat 

mempertahankan kondisi perekonomiannya supaya tingkat kemiskinannya tidak 

meningkat sekaligus terjadi pertumbuhan ekonomi.  

2. Pemerintah daerah yang tidak efisien diharapkan  dapat belajar mengalokasikan belanja 

kepada pemerintah daerah yang efisien dan sekaligus menjadi rujukannya. 

3. Pemerintah daerah di Sulawesi diharapkan dapat bekerja dengan lebih efisien agar tidak 

efisiensi belanjanya meningkat.  
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